


KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdullilah, puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, yang
senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada kita semua,
sehingga atas perkenan-Nya penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program
dan Kegiatan yang bersumber dari dana APBN (Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan) Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan. Laporan ini dihajatkan untuk
memberikan gambaran terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber
dari dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) oleh Satuan Kerja pada
Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB. Laporan ini
disusun untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBN di
wilayah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020 diselenggarakan oleh 63 Satuan Kerja
(Satker) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.274.325.113.000 yang tersebar pada
64 Program, 157 kegiatan, dan 275 sub kegiatan. Terdiri dari 47 Satker Provinsi
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 254.325.458.000 dan 10 Sakter
Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.999.655.000. Dalam
perjalanannya, sebagian besar Satker mengalami rasionalisasi anggaran dengan total
rasionalisasi mencapai Rp. 117.017.768.000,- bahkan terdapat 9 satker yang di-nol-
kan anggarannya sehingga sisa anggaran menjadi Rp.274.325.113.000 dengan
rincian Rp.19.999.655.000 dilaksanakan oleh Satker lingkup Pemerintah
Kabupaten/Kota se-NTB dan Rp.254.325.458.000 dilaksanakan oleh Satker lingkup
Pemerintah Provinsi NTB yang terdiri dari Dana Dekonsentrasi sebesar
Rp.95.879.543.000 dan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 178.445.570.000.

Adapun realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatannya sampai
triwulan IV secara rata-rata sudah mencapai 96,72% dengan realisasi keuangan
sebesar Rp.265.169.865.032 atau 96,66%, dengan rincian kinerja Satker lingkup
Pemerintah Kabupaten/Kota mencapai 93,75% dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.17.785.020.868 atau 88,93%, sedangkan kinerja Satker Lingkup Pemerintah
Provinsi mencapai 97,02% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 247.384.844.164
atau 97,27% vyang terdiri atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dana
dekonsentrasi mencapai 99.09% dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.93.890.804.182 atau 97,93% dan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dana
tugas pembantuan mencapai 94,94% dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.153.494.039.982 atau 96,87%.

Dalam penyusunan Laporan APBN Tahun 2020 Triwulan IV ini tidak luput dari
berbagai kekurangan dan kesalahan, maka dari itu kami haturkan permohonan maaf
serta mengharapkan adanya saran dan kritik, sehingga laporan ini dapat menjadi
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acuan dalam upaya perbaikan kinerja pada Satuan Kerja pada tahun berikutnya.
Akhirnya, semoga Allah subhanahu wata’ala memberkahi dan senantiasa
memberikan pertolongan, petunjuk dan hidayah-nya bagi kita semua.

Wabillahi taufiq walhidayah
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, Januari 2021
KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB

Dr..Ir. H. AMRY RAKHMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660901 199001 1 001
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 9 menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan
pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan
umum, dimana urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan
yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota (sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah). Sedangkan urusan
pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
diselenggarakan (Pasal 19) sebagai berikut:

a. sendiri oleh Pemerintah Pusat;

b. dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau
kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau;

c. dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Dalam menjalankan pemerintahan di daerah ini, pemerintah daerah memiliki
hak Otonomi daerah Indonesia. Otonomi daerah adalah segala hak, kuasa,
kewenangan dan kewajiban dari daerah otonom dalam rangka mengatur dan
menyelenggarakan sendiri perihal pemerintahan ataupun kepentingan masyarakat
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya otonomi daerah ini,
diharapkan pelayanan masyarakat dapat meningkat, begitupun dengan
pengembangan demokrasi. Ketika daerah otonom menjalankan otonomi daerahnya,
daerah tersebut dapat meningkatkan daya saing beserta pemberdayaan
masyarakatnya. Selain itu, otonomi daerah juga dapat menjadikan komunikasi antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi lebih intens. Selanjutnya prinsip
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penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangannya
di daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan asas tugas
pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan, karena tidak
semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan
asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang
tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan
diotonomkan sekalipun kepada daerah.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam
kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubenur sebagai wakil pemerintah di wilayah
provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil
Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek
rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam
pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di
daerah kabupaten dan kota.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem
dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah
provinsi kepada kabupaten/kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah
kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan
pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan
mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan
memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan
pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus
didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga.

Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian anggaran
kementerian/ lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah
di wilayah propinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan
dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang
memberikan pelimpahan. Pelimpahan wewenang hanya sebagai kewenangan
administrasi saja, untuk kewenangan politik tetap di tangan pemerintahan pusat. Jadi
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Dekonsentrasi bisa dikatakan sebagai kombinasi antara sentralisasi dan desentralisasi.
Ada beberapa kelebihan dari asas dekonsentrasi diantaranya secara politis eksistensi
dekonsentrasi akan dapat mengurangi keluhan di daerah terhadap kebijakan
pemerintah pusat, memungkinkan terjadinya kontak secara langsung antara
pemerintah dengan rakyat, kehadiran perangkat dekonsentrasi di daerah dapat
mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat atau nasional di bidang politik,
ekonmi dan administrasi serta dapat menjadi alat yang efektif untuk menjamin
persatuan dan kesatuan nasional. Sementara dana tugas pembantuan merupakan
bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau
kabupaten/kota, dan/atau desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang
diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang
memberikan penugasan. Sedangkan pemerintah pusat dalam hal ini berwenang dan
berkewajiban memberikan perencanaan umum, petunjuk-petunjuk serta biaya.
Sedangkan perencanaan lebih rinci, khusus mengenai pengawasan dari kegiatan
tersebut dipercayakan kepada pejabat atau aparatur pemerintah pusat yang ada di
daerah. Sehingga berdasarkan pola pertanggungjawaban dan pelaporan
penyelenggaraan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, maka yang menjadi kewajiban

Pemerintah Kabupaten / Kota hanyalah pelaporan tugas pembantuan.

B. DASAR HUKUM
Dasar hukum dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB tahun

anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2020;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana
Kerja Pemeritah Tahun 2020;

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.
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C. INFORMASI RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 merupakan dokumen
perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan
pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2020-2024. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 ini
disusun pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019, bersamaan dengan
penyusunan RPIJMN 2020-2024. Dengan demikian, penyusunan RKP 2020 masih
mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan diharapkan dapat menjembatani RPIJMN
2015-2019 dengan RPJMN 2020-2024.

Penjabaran rencana pembangunan dokumen RKP tahun 2020 dapat
dikelompokkan ke dalam prioritas:

1. Pembangunan Nasional; dan
2. Pembangunan Bidang.

Prioritas Pembangunan Nasional secara lebih rinci dijabarkan ke dalam
Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), dan Kegiatan Prioritas (KP) dengan
menjaga ketepatan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap
tingkatan kinerja. Hal ini penting untuk penajaman substansi perencanaan dan
penganggaran yang terintegrasi dalam rangka memastikan tercapainya sasaran dan
target pembangunan serta dapat terlaksananya evaluasi dan pengendalian
pencapaian sasaran PN secara efektif.

Penjabaran RKP tahun 2020 ke dalam 5 (lima) PN meliputi:

1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah;
3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja;
4) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; serta
5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.
Sasaran prioritas pembangunan yang menjadi fokus pada tahun 2020

diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.
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1. Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2020

Kondisi makro ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi di
tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi.
Sasaran ekonomi makro untuk tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2020

Perkiraan Besaran-besaran Pokak
Pertumbuhan POR (%) a.2 a,3 a2 -19.8
Laju inflasi, IHK (%): Akhir Periode 313 2a-435 20-40
Nilai Tukar Nominal (Rp/USD): Rata-Rata 14.247 1a.000 14.000 - 14,500
Neraca Pembayaran
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%) b4 a,d E4-82
Pertumbuhan Impor Nonmigas (%) 198 8.0 16-9.4
Cadangan Devisa (USD milar) 1207 120.9 1213 - 1226
- dalam bulan impor (termasuk utang LN Pemerintah) B.a 6.4 ad-60
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB) 3.0 24 27-1218
Keuangan Negara
Penerimaan Perpajakan (% PDB) 10,24 1110 10,57-1118
Belanja Modal (% PDR) 1.24 118 143 -1.08
Subsidi Energi (% PDR) 1.03 049 0,87 - 0.83
Keseimbangan Primer (% PDB) (0.08) (0.13) 0,00-0.23
Surplus/Defisit APBN (% PDR) (182) (1.84) (1.73) - (152)
Stok Utang Pemerintah (% PDB) 29,78 30,00 3010 - 29,40
Investasi
Peringkat Indonesia pada EODB 72 73 Menuju 40
Pertumbuhan Investasi (PMTR) (%) B.7 70 E9-73
Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp) 72,3 833.0 - 870.0 87a.| - 890.3
Target Pembangunan
Tingkat Kemiskinan (%) 98 80-95 80-90
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 1.3 48-02 48 -1
Rasio Gini (nilai) 0,389 0,380 - 0,383 0,375 - 0.380
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (ilai) 7139 7198 724l

Sumber: RKPD Tahun 2020

Kerangka besar arah kebijakan ekonomi makro Indonesia untuk tahun 2020
dapat digambarkan dalam skema pada gambar berikut.

Gambar 1. Arah Kebijakan Makro Tahun 2020
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2019

2. Arah Pengembangan Wilayah

Pengembangan Wilayah pada tahun 2020 bertujuan untuk memacu
pertumbuhan ekonomi wilayah dan sekaligus meningkatkan pemerataan
pembangunan kawasan dan daerah-daerah yang relatif tertinggal, terdepan dan
terluar. Percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah akan diarahkan pada
pengembangan sektor-sektor unggulan, pengembangan jaringan transportasi
massal, penguatan konektivitas yang dapat menciptakan nilai tambah dan
pendapatan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan nilai perdagangan
wilayah dan memperkuat daya saing wilayah.

Percepatan pertumbuhan wilayah dilakukan dengan mengembangkan
kawasan strategis secara terpadu seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan
Industri (KI), kawasan perkotaan (megapolitan dan metropolitan), serta Destinasi
Pariwisata Prioritas (DPP). Pengembangan kawasan perkotaan khususnya kawasan
metropolitan dan kota-kota besar sebagai pusat pertumbuhan wilayah dilakukan
dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik perkotaan dan

memperluas kerjasama antar daerah yang mencakup kota-kota satelit di sekitarnya
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dalam pengelolaan transportasi, air bersih dan sanitasi, pengolahan limbah dan
persampahan.

Pemerataan wilayah diarahkan pada peningkatan akses dan mutu pelayanan
dasar, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan
konektivitas yang dapat meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar rakyat, serta
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di kawasan dan daerah yang
relatif tertinggal, terdepan dan terluar. Percepatan pemerataan dilakukan dengan
membangun dan mengembangkan kawasan yang relatif tertinggal, terdepan dan
terluar, serta daerah penyangga (hinterland) seperti kawasan perdesaan, kawasan
perbatasan, kawasan transmigrasi, daerah tertinggal dan kawasan kepulauan dengan
memperhatikan karakter geografis, potensi dan isu strategis wilayah, serta skala
pengembangan wilayah.

Pengembangan wilayah dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) wilayah
pulau/kepulauan, yaitu:

a) Wilayah Sumatera;

b) Wilayah Jawa-Bali,

c) Wilayah Nusa Tenggara,
d) Wilayah Kalimantan,

e) Wilayah Sulawesi,

f) Wilayah Maluku, dan

g) Wilayah Papua

Sasaran pengembangan wilayah tahun 2020 ditetapkan dengan mendorong
percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa, dengan tetap

menjaga momentum pertumbuhan di Jawa-Bali.

Tabel 2. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2020

Wilayah 2017 2018 2019 2020
Sumatera 4.3 4.5 4.6 4.9
Jawa-Bali 5.6 5,7 5.7 5.8
Nusa Tenggara 2.1 -0.7 3.4 3.7
Kalimantan 4.3 3,9 5.3 4,1
Sulawesi 7.0 6,7 6.5 7.0
Maluku 6.7 6.8 6.9 6,7
Papua 4.5 7,0 -14.7 6.0

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2019
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3. Arah Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Pengembangan wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kawasan strategis pariwisata,
peternakan, perikanan, dan perkebunan; percepatan pembangunan manusia untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat; serta pemulihan ekonomi pasca bencana
Nusa Tenggara Barat.

Pada tahun 2020, pengembangan potensi pariwisata wilayah diarahkan pada
pengembangan klaster dan pariwisata terpadu dengan mengoptimalkan potensi alam
dan budaya lokal. Pengembangan klaster wisata diharapkan dapat meningkatkan
skala ekonomi dan sinergi antar daerah. Pengembangan pariwisata diarahkan untuk
mendukung pengembangan potensi lain yang dimiliki wilayah ini, antara lain
peternakan (sapi, kuda), pertanian (padi, jagung), perkebunan (kopi), serta perikanan.
Penguatan konektivitas, khususnya pelayaran antar pulau dan peningkatan kapasitas
pelabuhan dan bandara akan terus dilakukan untuk mendukung upaya peningkatan
arus wisatawan dan distribusi komoditas unggulan. Pengembangan kawasan
perbatasan dengan Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur selain diarahkan
untuk memperkuat kedaulatan dan kebanggaan nasional juga untuk memfasilitasi
perdagangan antar kedua negara.

Percepatan pembangunan manusia difokuskan pada peningkatan akses
rumah tangga pada pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dan menengah yang
berkualitas. Fokus pengembangan pendidikan juga diarahkan untuk menjawab
kebutuhan atas pendidikan lifeskills dan vokasional untuk menunjang sektor-sektor
strategis wilayah.

Wilayah Nusa Tenggara termasuk wilayah dengan risiko bencana dan
perubahan iklim yang sangat tinggi khususnya gempa bumi, tsunami, tanah longsor,
kekeringan, dan banjir. Oleh sebab itu, pada tahun 2020 upaya pengurangan risiko
bencana dilakukan dengan mitigasi bencana dan perubahan iklim melalui
peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, peningkatan fungsi sistem peringatan dini,
peningkatan kerjasama pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi dan masyarakat.
Prioritas mitigasi bencana diarahkan pada kawasan-kawasan strategis pariwisata

nasional dan kota-kota utama dengan tingkat kepadatan relatif tinggi. Selain itu, upaya
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pemulihan kembali pascabencana di Nusa Tenggara Barat dan daerah terdampak
lainnya akan terus dilanjutkan dan diperkuat.
Sasaran utama pengembangan wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2020

adalah:

(i) Memacu pertumbuhan ekonomi wilayah;

(i) Mempercepat penurunan kemiskinan dan kesenjangan khususnya di

perdesaan;
(i) Memperluas kesempatan kerja; serta
(iv) Meningkatkan pembangunan manusia,

Target dari sasaran yang diuraikan di atas dapat ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3. Target Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Wilayah 2017+ 2018+ 2019 2020
LPE (%) 2.1 -0,7 3.4~ 3.7
Kemiskinan (%) 18.3 17.9 17,7 15,8
TPT (%) 3.3 3.3 3.2 3.0

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2019
1

Pengembangan wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2020 diprioritaskan antara
lain pada:

a. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Lombok — Mandalika
(termasuk KEK Mandalika), dan Labuhan Bajo;

b. Peningkatan pendidikan vokasional pariwisata, pertanian, perikanan, dan
peternakan;

c. Penguatan konektivitas antarpulau untuk mendukung industri peternakan,
perikanan, dan pariwisata; serta

d. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan, tertinggal dan perbatasan.

4. Tema dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020
Visi pembangunan nasional 2020-2024 berdasarkan visi dan misi dari Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode Tahun 2019-2024 Joko Widodo -

Ma'ruf Amin adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
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Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini diwujudkan melalui sembilan
Misi Pembangunan, sebagai berikut: (1) peningkatan kualitas manusia Indonesia; (2)
struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; (3) pembangunan yang
merata dan berkeadilan; (4) mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; (5)
kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; (6) penegakan sistem
hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (7) perlindungan bagi
segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; (8) pengelolaan
pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; serta (9) sinergi pemerintah daerah

dalam kerangka Negara Kesatuan.

Gambar 2. Misi Pembangunan Nasional 2020 - 2024
A

v, o AR

Meningkatkan kualitas Smﬂ“r{ fe konog)i VZ"E Pembangunan yang merata
manusia Indonesia g;?d;ya'slarir:vagn W Hah dan berkeadilan

‘s Y qA

¢ k Kemajuan budaya yang Penegakan sistem hukum yang
o Mencapai lengkungan hidup ° mencerminkan kepribadian o bebas korupsi, bermartabat,

yang berkelanjutan

bangsa dan terpercaya
) -
| i 155
Y 1L g
Perlindungan bagi segenap Pengelolaan pemerintahan Sinergi pemerintah daerah
bangsa dan memberikan rasa yang bersih, efektif, dan dalam kerangka Negara
aman pada seluruh warga terpercaya Kesatuan

Sumber: RKP Tahun 2020

RKP 2020 merupakan RKP tahun pertama dari pelaksanaan RPIJMN 2020-
2024, dan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia. Tema RKP
2020 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan
Berkualitas”.

Sesuai dengan visi pembangunan, “Terwujudnya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, RKP 2020

diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi,
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pembangunan manusia dan masyarakat, dan dimensi pemerataan sebagaimana
pada tabel berikut.
Tabel 4. Indikator Pembangunan Tahun 2020

Pertumbuhan ekonomi (90) 5.2-5,5
Tingkat pengangpuran terbulca (%) 4.8 - 5,1
Anglta kemiskinan (%) 8,5-9,0
Rasio gini (indels) 0,375 — 0,380
Indeks pembangunan marnuasia (IPM) 2,51

Sumber: RKP Tahun 2020

Dengan mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai, maka
arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam RKP 2020 utamanya akan
berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah,
yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Untuk
mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan
ke dalam lima Prioritas Nasional, yaitu:

(1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;

(2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah;

(3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja;
(4) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; dan
(5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Kelima Prioritas Nasional tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam
beberapa Program Prioritas yang masing-masing dijabarkan lebih lanjut dalam

beberapa Kegiatan Prioritas.

Gambar 3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2020
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TEMA:
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5. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020
Untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam RKP Tahun
2020, Pemerintah mengambil langkah kebijakan yang dituangkan dalam 5 Prioritas

Nasional, yang akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

a) Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

PN Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan ditujukan untuk
meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat Indonesia dalam
menghadapi tantangan perubahan kondisi global termasuk perkembangan
teknologi. Kebijakan pembangunan manusia secara umum akan diarahkan pada
tiga strategi: penguatan dan perluasan akses penduduk terhadap layanan dasar
dan perlindungan sosial, peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, serta
penguatan karakter dan kebudayaan.

Sasaran pembangunan manusia adalah meningkatnya kualitas sumber
daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Pembangunan
Manusia dan Indeks Pembangunan Pemuda. Sementara itu, pengentasan
kemiskinan ditujukan untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan

masyarakat, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.
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Tabel 5. Sasaran dan Indikator PN Pembangunan Manusia dan Pengentasan

Kemiskinan
HNo. Sasaran/Indikator Satuan 2017 20189 2019* 2020
1. Meningkatnya kualitas SDM Indonesia sebagai individu maupun sebagai komponen dari
masyarakat’
a. Indeks Pembangunan Nilai 70,81 71,39 71,98 72,51
Manusia (IPM)
b. Indeks Pembangunan Nilai 49,33 51,50 54,67 55,33
Pemuda (IPP)
2.  Meningkatnya dan meratanya kesejahteraan masyarakat =
a. Tingkat kemiskinan Persen 10,12 9,66 8,595 8,5-9,0
b. Gini Rasio Nilai 0,393 0,384 0,380-0,385 0,375-0,380

Sumber: RKP Tahun 2020

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian
sasaran PN Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan akan
dilakukan melalui lima Program Prioritas, yaitu: (1) Perlindungan Sosial dan Tata
Kelola Kependudukan; (2) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
(3) Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-
Inovasi; (4) Pengentasan Kemiskinan; dan (5) Revolusi Mental, Pembangunan
Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa.

Gambar 4. Kerangka PN Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

'\(_'_) PRIORITAS NASIONAL

@ PROGRAM PRIORITAS

Sumber: RKP Tahun 2020
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1) Program Prioritas Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan

Pelaksanaan perlindungan sosial masih dihadapkan pada beberapa
permasalahan. Perluasan kepesertaan jaminan sosial terutama dari kelompok
pekerja informal cenderung melambat. Bantuan sosial juga belum sepenuhnya
menjangkau penduduk yang terkendala dokumen kependudukan seperti
sebagian penyandang disabilitas dan kelompok yang termarjinalkan. Basis
Data Terpadu (BDT) belum menjadi acuan pemerintah daerah dalam
melakukan intervensi terhadap penduduk miskin dan rentan. Selain itu,
perlindungan sosial yang adaptif terhadap perubahan kondisi katastropik di
lapangan juga belum sepenuhnya berkembang.

Sasaran dan indikator PP Perlindungan Sosial dan Tata Kelola

Kependudukan tercantum pada tabel berikut.

Tabel 6. Sasaran dan Indikator PP Perlindungan Sosial dan Tata Kelola
Kependudukan

NO SASARAN/INDIKATOR SATUAN 2017 2018 2019 2020

a. Persentase penduduk yang tercakup dalam program % 7.8 8.7 9.4 ga

perlindungan sosial
b.  Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang % 4.4 fa.2 68 0
memperaleh bantuan sosial pemerintah

Persentase penduduk yang memiliki Nomor Induk % 96.9 938 98 100
Kependudukan (NIK)

a. Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas N/A 1498 14,0 13.0
b.  Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia % 13.10 1224 120 ia
Sumber: RKP Tahun 2020

Program Prioritas Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
diwujudkan melalui 6 (enam) Kegiatan Prioritas (KP), seperti digambarkan
pada Gambar 4.2, yaitu: (1) Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan
Peningkatan Kepesertaan Mandiri; (2) Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat
Sasaran; (3) Kesejahteraan Sosial; (4) Penguatan Sistem Layanan Terpadu
dan Pendampingan; (5) Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan;
dan (6) Integrasi Sistem Admistrasi Kependudukan.

AN
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Sasaran masing-masing KP dari PP Perlindungan Sosial dan Tata

Kelola Kependudukan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 7. Sasaran dan Indikator KP dari PP Perlindungan Sosial dan Tata
Kelola Kependudukan

NO | KEGIATAN PRIORITAS SASARAN / INDIKATOR TARGET SATUAN LOKASI K/L PELAKSANA
| Sistem Jaminan Meningkatnya cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Sosial Bidang
Sosial Nasional Ketenagakerjaan

Dengan Peningkatan
Kepesertaan Mandiri

a. Persentase penduduk 8a % Pusat o Kemenkes
yang tercakup dalam o Kemenko PMK
program JKN

b. Jumlah Penerima Bantuan 107.2 Jiwa 34 Provinsi | e Kemenkes
luran (PBI) Jaminan Juta o Kemensos
Kesehatan Nasional dari o Kemenka PMK
40 persen penduduk
berpendapatan terbawah

c. Persentase pekerja yang da % Pusat o Kemenko PMK
tercakup dalam program o KKP
Jaminan Sosial Bidang o Kemenaker
Ketenagakerjaan

7 | Bantuan Sosial dan | Meningkatnya komplementaritas program bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran yang diterima oleh
Subsidi Tepat penduduk miskin dan rentan
Sasaran

a. Jumlah keluarga penerima 10 juta KM 34 Provinsi

manfaat (KPM) yang

memperoleh bantuan
Program Keluarga Harapan
(PKH

b. Jumlah Keluarga 1a.8 KM 34 Provinsi
Penerima Manfaat (KPM) juta
yang memperaleh
Bantuan Pangan melalui
Kartu Sembako Murah

c. Jumlah siswa miskin SD. 179 Orang 34 Kemendikbud
SMP, SMA/SMK yang juta Provinsi
memperoleh bantuan
pendidikan melalui Kartu
Indonesia Pintar (KIP)

d. Jumlah siswa miskin 2.2 juta Orang 34 Kemenag
MI/MTs/MA /Ula/ Provinsi
Wustha/Ulya/ SDTK
/SMPTK/ SMAK/ SMTK
yang memperoleh bantuan
pendidikan melalui KIP

e. Jumlah kepala keluarga 314 KM 34 Provinsi
Miskin dan tidak mampu juta
sesuai dengan data

terpadu yang memperoleh
subsidi listrik daya 430 VA o Kemen ESDM

den 300 VA * Kemensos
f. Jumlah kepala keluarga 314 KM 34 Provinsi
yang memperaleh subsidi juta
elpiji 3 kg

Kemensos
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memperaleh pemberdayaan
di tingkat kecamatan dan

desa

NO | KEGIATAN PRIORITAS SASARAN / INDIKATOR TARGET SATUAN LOKASI K/L PELAKSANA
g. Jumlah mahasiswa a3h.7683 Orang 34 o Kemenristekdikti
penerima bantuan Provinsi | e Kemenag
Bidikmisi
3 | Kesejahteraan Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial
Sosial
a. Jumlah penyandang 325.000 Jiwa 34 o Kemendikbud
disabilitas yang memiliki Provinsi | e Kemenag
akses terhadap layanan
pendidikan dasar
b. Jumlah K/L dan Pemda yan 10 K/L dan 34 o Kemendagri
memperkerjakan Pemda Provinsi | @ Kemen PANRB
penyandang disabilitas o BKN
c. Jumlah perusahaan swasta alo Perusahaan 34 Kemenaker
yang mempekerjakan Provinsi
penyandang disabilitas
d. Jumlah penyandan 4a.000 Jiwa 34 Kemensos
disabilitas yang Provinsi
mendapatkan bantuan
kesejahteraan sosial
e. Jumlah literasi khusus bagi| ~ 47.000 Eksemplar Pusat Kemensos
penyandang disabilitas
Netra
f. Jumlah lanjut usia yang 30.200 Jiwa 34 Kemensos
mendapatkan bantuan Provinsi
kesejahteraan sosial
g. Jumlah keluarga Komunitas) ~ 2.500 Kepala 22 Kemensos
Adat yang memperaoleh Keluarga Provinsi
pemberdayaan
h. Jumlah orang dengan 1.300 Jdiwa 34 Kemensos
HIV/AIDS yang memperoleh Provinsi
rehabilitasi sosial
4 | Penguatan Sistem Meningkatnya Pendampingan dan Layanan Dasar Terpadu bagi Seluruh Penduduk
Layanan Terpadu Dan
Pendampingan
a. Jumlah Kabupaten /Kota 420 Kab/Kota 34 Kemensos
yang melakukan verifikasi Provinsi
validasi data terhadap
penduduk miskin dan rentan
b. Jumlah Daerah yang 180 Kab/Kota 34 Kemensos
menyelenggarakan Sistem Provinsi
Layanan dan Rujukan
Terpadu
c. Jumlah daerah yang all8 Kab/Kota 34 o Kemendagri
mengesahkan peraturan Provinsi | e Kemendikbud
terkait dengan penerapan o Kemenkes
SPM e Kemensos
e Kemen PUPR
e Pemda
d. Jumlah pendamping yang 15.000 Pendamping 34 Kemensos
memperaleh Pelatihan Provinsi
Pertemuan Peningkatan
Kemampuan Keluarga
e. Jumlah potensi sumber 13.201 Pendamping 34 Kemensos
kesejahteraan sosial yang Provinsi
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NO | KEGIATAN PRIORITAS SASARAN / INDIKATOR TARGET SATUAN LOKASI K/L PELAKSANA
f. Jumlah desa yang 74937 Desa 33 Provinsi | Kemendes PDTT
memperaleh pendampingan
pada proses perencanaan
dan pelaporan pembangunar
desa
g. Jumlah SOM Kesejahteraan | 30.000 Pendamping 34 e Kemensos
Sosial yang telah Provinsi |  Kementan
dikembangkan profesinya
h. Jumlah lembaga 3.000 Lembaga 34 Kemensos
kesejahteraan sosial yang Provinsi
terakreditasi
i. Jumlah konselor Adiksi yang ~ 3.000 Jiwa 34 Kemensos
memperaleh pelatihan Provinsi
a | Percepatan Cakupan | Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan
Administrasi
Kependudukan
a. Persentase cakupan 92 % Pusat o Kemendagri
kepemilikan akta kelahiran o Kemen PPPA
pada penduduk usia 0-17 o MA
tahun
b. Persentase cakupan 20 % Pusat o Kemendagri
kepemilikan akta kematian o Kemenkes
atas peristiwa kematian di
fasilitas kesehatan
c. Persentase cakupan 20 % Pusat o Kemendagri
kepemilikan buku nikah dan e Kemenag
akta perkawinan bagi o MA
pasangan yang menikah
d. Persentase cakupan 20 % Pusat e Kemendagri
kepemilikan akta e Kemenag
perceraian bagi pasangan o MA
yang sudah bercerai
B | Integrasi Sistem Menguatnya integrasi sistem administrasi kependudukan
Administrasi
Kependudukan
Jumlah K/L yang 4 K/L Pusat o Kemendagri
mengintegrasikan data o BPS
dengan data administrasi
kependudukan berbasis NIK

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

2) Program Prioritas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Status kesehatan masyarakat membaik, namun masih dihadapkan
pada beberapa tantangan. Angka kematian ibu dan bayi serta prevalensi
stunting masih tinggi. Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS, TB, dan
malaria) masih tinggi serta faktor resiko penyakit tidak menular, seperti
obesitas, merokok, dan tekanan darah tinggi menunjukkan kecenderungan
meningkat. Selain itu, kinerja sistem kesehatan dan pemerataan akses

pelayanan kesehatan masih memerlukan peningkatan.
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Program Prioritas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
akan diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan
pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya

promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Tabel 8. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan

Kesehatan
ND SASARAN/INDIKATOR SATUAN 2017 2018 2013 2020
a. Prevalensi stunting/ pendek dan sangat pendek pada % N/A 30.8 248 2710
balita
b. Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12- % N/A ald N/A B4
23 bulan
t. Prevalensi wasting/kurus dan sangat kurus pada balita % 10,6 10.2 5.8 8.08
d. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) Per wanita usia 278 213 yAll 210
subur (15-49 tahun)
e. Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern % a7.20 N/A 61,36 G178
(Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)
f. Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) %
a. Insidensi HIV Per 1000 024 0.24 023 02
penduduk yang
tidak terinfeksi
HIV
b. Insidensi TR Per (00.000 319 318 313 72
penduduk
c. Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun % N/A gl N/A al
d. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi Kabupaten/Kota 272 285 300 3l
malaria
a. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama % 26 44 a3 B0
terakreditasi
b. Persentase rumah sakit terakreditasi % a3 B0 i Ta
t. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan % 19.02 23 29,34 34
sesuai standar
d. Persentase puskesmas tanpa dokter % 163l la 13 12
e. Persentase obat yang memenuhi syarat % N/A 804 94 82.8
f. Persentase makanan yang memenuhi syarat % N/A Tl 0.l T4

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Program Prioritas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
dilakukan melalui 5 (lima) KP, yaitu: (1) Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak,
Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi; (2) Percepatan
Perbaikan Gizi Masyarakat; (3) Peningkatan Pengendalian Penyakit; (4)
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Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan (5) Penguatan

Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.

Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Akses dan Mutu

Pelayanan Kesehatan seperti pada tabel berikut.

Tabel 9. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan

NO  KEGIATAN PRIORITAS SASARAN / INDIKATOR TARGET SATUAN LOKASI K/L PELAKSANA
| Peningkatan Kesehatar Meningkatnya kesehatan ibu dan anak, KB, serta kesehatan repraduksi
|bu, Anak, Keluarga
Berencana (KB). dan
Kesehatan Reproduksi
a. Persentase persalinan di fasilitas a7 % 34 Provinsi | Kemenkes
kesehatan
b. Persentase kunjungan neonatal 86 % 34 Provinsi | Kemenkes
t. Jumlah fasilitas kesehatan yang 18.786 Fasilitas | 34 Provinsi | BKKBN
mendapat jaminan ketersediaan Pelayanan
alat dan obat kontrasepsi Kesehatan
2 | Percepatan Meningkatnya percepatan perbaikan gizi masyarakat
Perbaikan Gizi
Masyarakat
a. Persentase ibu hamil kurang energi 16 % 34 Provinsi
. o Kemenkes
kronik (KEK) o Kementan
b. Persentase bayi usia kurang dari b 40 % 34 Pravinsi o Kemendaari
bulan mendapat ASI Eksklusif g
3 | Peningkatan Meningkatnya pengendalian penyakit
Pengendalian
Penyakit
a. Cakupan penemuan dan a0 % 34 Provinsi | Kemenkes
pengobatan TBC (TBC treatment
coverage
b. Jumlah kabupaten/kata yang 4GB Kabupaten 4BR
mencapai APl kurang dari | per /Kota Kabupaten
1.000 penduduk /Kota
c. Jumlah kabupaten/kata yang a2 Kabupaten N/A
memiliki cakupan deteksi dini /Kota
faktor resika PTM minimal 80%
d. Pekerja yang mendapatkan 3.000 Pekerja Pusat Kemenaker
peningkatan pelayanan kualitas
kesehatan di tempat kerja
e. Persentase orang dengan 3 % Kemenkes
HIV/AIDS yang menjalani terapi
ARV (ODHA on ART)
4 | Penguatan Gerakan | Menguatnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dalam rangka mencegah penyakit tidak menular
Masyarakat Hidup
Sehat (Germas)
a. Persentase desa/kelurahan stop 40 % 34 o Kemenkes
buang air besar sembarangan (SBS) Provinsi |  Kemendikbud
b. Persentase kabupaten/kota yang 30 % 34 o Kemenag
menerapkan kebijakan Germas Provinsi | e Kemendagri
c. Persentase kabupaten/kota sehat 20 % 34 o K/L terkait lainnya
Provinsi
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NO | KEGIATAN PRIORITAS SASARAN / INDIKATOR TARGET SATUAN LOKASI K/L PELAKSANA

d. Jumlah pekerja yang mendapatkan 2.a00 Pekerja Pusat Kemenaker
peningkatan pelayanan kualitas
kesehatan di tempat kerja

3 | Penguatan Sistem Meningkatnya pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan

Kesehatan dan

Pengawasan (bat dan

Makanan

a. Jumlah tenaga kesehatan pada 4386 Orang 27 Kemenkes
penugasan khusus secara individu Provinsi

b. Persentase puskesmas dengan a6.b % 34
ketersediaan obat esensial Provinsi

t. Jumlah kabupaten/kota yang telah 85 Kabupaten 10
melakukan perbaikan tata kelola /Kota Kabupaten
pembangunan kesehatan /Kota

d. Persentase sampel makanan yang Ta % 34 Provinsi | BPOM

diperiksa sesuai standar dan
memenuhi syarat
e. Persentase sampel obat, obat JE % 34 Provinsi
tradisional, kosmetik dan suplemen
kesehatan yang diperiksa sesuai
standar dan memenuhi syarat
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

3) Program Prioritas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan

Pengembangan IPTEK-Inovasi

Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan merata perlu
diupayakan untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas di
seluruh wilayah Indonesia. Pendidikan yang berkualitas dapat diwujudkan
melalui peningkatan kualitas pendidik, penguatan kelembagaan satuan
pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran dan penguatan literasi.
Layanan pendidikan yang berkualitas juga wajib menjangkau seluruh wilayah
di Indonesia melalui penyediaan pendidik di seluruh satuan pendidikan, selain
itu perlu juga dilakukan penyediaan afirmasi pendidikan dalam rangka
mempercepat akses pendidikan di daerah 3T maupun mendorong penduduk
usia sekolah yang tidak bersekolah agar kembali bersekolah. Sementara itu,
peningkatan kapabilitas adopsi Iptek dan penciptaan inovasi juga menjadi
agenda penting dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia
yang berdaya saing di era knowledge economy saat ini.

Sasaran yang ingin dicapai melalui PP Pemerataan Layanan

Pendidikan  Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi adalah
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meningkatnya partisipasi dan kualitas pendidikan, dengan indikator dan target

seperti terdapat pada tabel berikut.

Tabel 10. Sasaran dan Indikator PP Pemerataan Layanan Pendidikan
Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi

No. Sasaran (Indikator Satuam 201719 2018 2019 2020
1. Meninglatnya Partisipasi Pendidilcan

a. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,45 8,57 8,70 5,82

k. Harapan Lama Selolah Tahun 12,85 13,03 13,20 13,04

c. Angha Partisipasi Kasar (APK) Persen 34,36 40,70 4277 44 84
PAUD ***)

d. Angka Partisipasi Kasar (APE) Persen 102,50 107,37 107,34 107,12
SD /MIJ sederajat

e. Angha Participasi Kacar (APEK) Perzsen 90,23 91,37 92,05 92,73
SMP/MTs/sederajat

f. Angha Partisipasi Kasar (APE] Persen Te.12 TS99 80,78 81,52
SMMA/EME/MA/sedergjat

g Angka Partisipasi Kasar (APK) PT Persen 29.93 31.61 33,39 35,26

h. Angita Melek Huraf (AMH) PEFSEn 95,50 95,95 96,40 96,85

pendudulk usia 15 tahun keatas
- Meningkatnya Kualitas Pendidilcan

a.Persentase TE/RA/BA yang Perzen 10,1 13,6 17,2 21,6
kerakreditasi minimal B

b.Persentaze S0/ MI/ Sederajat Persen 76,8 8,7 80,6 54 4
yvang berakreditasi minimal B

. Persentase SMP/MTs/ Sederajat Persen 70,1 2,9 T8, T 51,3
yang berskreditaszi minimal B

d_Persentaze SMA SME /MA /S Persen T1.0 73,4 75,9 80,86

Sedergjat yang berakreditaci
minimal B

e Persentase prodi PT yang Persen 51,1 539 58,9 63,9
beralreditasi minimal B “**)
5. Meningkatnya Kapabilitas Adopsi Iptek dan Penciptasan Imovasi SDM Indonesis
Peringiat Global Innovation dex Peringlcat 87 85 g4 80-84

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Sasaran masing-masing KP dari PP Pemerataan Layanan Pendidikan
Berkualitas dan  Pengembangan Iptek-lnovasi  disusun  dengan
mempertimbangkan aspek kewilayahan sehingga kebijakan yang

dilaksanakan menjadi lebih efektif seperti pada tabel berikut.

Tabel 11. Sasaran dan Indikator KP dari PP Pemerataan Layanan Pendidikan
Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi
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Pengajaran dan
Cara
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
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4) Program Prioritas Pengentasan Kemiskinan

Tingkat kemiskinan pada Maret 2018 sudah mencapai satu digit, yaitu
9,82 persen dan kembali turun pada September 2018 menjadi 9,66 persen atau
sebanyak 25,67 juta jiwa penduduk di bawah garis kemiskinan. Meskipun terus
menurun, permasalahan lainnya adalah masih tingginya penduduk rentan yang
mudah untuk jatuh miskin kembali. Upaya membuat mereka berdaya secara
ekonomi perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan mereka sehingga
tidak bergantung hanya kepada bantuan pemerintah.

Sasaran dan indikator PP Pengentasan Kemiskinan tercantum pada
tabel berikut.

Tabel 12. Sasaran dan Indikator PP Pengentasan Kemiskinan
No. Sasaran/Indikator Satuan 2017% 2018% 2019%) 2020

1. Meningkatnya penduduk miskin dan rentan yang berdaya secara ekonomi

a. Persentase rumah tangga miskin Persen 28,1 27,9 30 32
dan rentan yang memilild aset
produlctif

b. Persentase rumah tangga miskin Persen 20,9 25,6 30 35
dan rentan yang mengakses
pendanan usaha

Sumber: Susenas Maret 2018 (diolah Bappenas)

Program Prioritas Pengentasan Kemiskinan diwujudkan melalui empat
KP, yaitu: (1) Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga; (2) Keperantaraan
Usaha dan Dampak Sosial; (3) Peningkatan Akses Pembiayaan Ultra Mikro;
dan (4) Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

Sasaran masing-masing KP dari PP Pengentasan Kemiskinan disusun
dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan sehingga kebijakan yang

dilaksanakan menjadi lebih efektif, sebagaimana dapat dilihat pada tabel ini.
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Tabel 13. Sasaran dan Indikator KP dari PP Pengentasan Kemiskinan

Kegiatan

K/L

Pelaksana

Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan
1.  Akselerasi Meningkatnya ketahanan ekonomi keluarga miskin dan rentan

Penguatan

Ekonomi

Keluarga

a. Jumlah keluarga 500.000 Pasangan 34

yvang mendapatican Provinsi
bimbingan
perkawinan

Kemenag
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
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5) Program Prioritas Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan dan
Prestasi Bangsa
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan memiliki kedudukan
sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-
bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi
dengan bangsa-bangsa lain. Kebudayaan dan sikap mental merupakan
penanda yang menegaskan identitas dan jati diri suatu bangsa, yang tercermin
pada karakter dan mental individu dan masyarakat. Mentalitas disiplin, etos
kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih
merupakan karakter dan sikap mental yang diperlukan untuk meningkatkan
prestasi bangsa. PP Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan, dan
Prestasi Bangsa pada tahun 2020 akan diarahkan untuk mencapai sasaran
sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 14. Sasaran dan Indikator PP Revolusi Mental, Pembangunan
Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa
No. Sasaran /Indikator Satuan 20179 20181 2019 2020

1. Meningkatnya pemajuan kebudsyaan dalam memperitukuh ketahanan budsya dan

kerukunan
a. Indeks Pembanpunan Nilai HfA 53,74 Meningkat  Meningkat
Kebud gyasn
k. Indeks Kerulunan Umat Nilai 72,27 HfA HiA Meninglkat
Beragama

2 Meningkatnya kualitas keluarsa, anak, perempusan dan pemuda

a. Indeks Homposit Nilai 67,9 Meningkat Meningkat  Meningkat
HKesejahteraan Anak (TFEA)
b. Proporsi Perempusan 20-24 Perzen 11,54 11,21 10,59 10,19

Tahun yang Menikah
Sebelum 18 Tahun

c. Prevalensi kelkerasan Persen 9,40 Menurun Menurun Menurun
terhadap perempusan wsis 2016)
15-64 tahun di 12 bulan
terakhir
d. Persentase pemuda Persen 5,86 6,36 Meningkat  Meningkat
berumur 16-30 tahun yang 2015)
mengikuti kegiatan
organisasi dalam tiga bulan
terakhir
e, Median Usis Kawin Tahun 21,8 NfA 21,9 21,9

Fertama Perempusn
3. Meninghatnya prestasi clahraga di internasional

a. Jumlah perclehan medali Medali 1 HfA HiA 2
emas pada Olympic Games BrMAas (2016)
2020

b. Jumlah perclehan medal Medali ] HfA HfA 1
emas padsa Paralympic BrMAas (2016)
Cames 2020

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
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PP Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa
dijabarkan dalam 7 (tujuh) KP, yaitu: (1) Revolusi Mental dan Pembinaan
Ideologi Pancasila; (2) Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan; (3) Penguatan
Moderasi Beragama; (4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas;
(5) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Perempuan, dan Pemuda; (6)
Peningkatan Kualitas Keluarga; dan (7) Peningkatan Prestasi Olahraga.
Sasaran masing-masing KP dari PP Revolusi Mental, Pembangunan
Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa adalah seperti ditampilkan pada tabel berikut

ini.
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Tabel 15. Sasaran dan Indikator KP dari PP Revolusi Mental, Pembangunan
Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa

No. |Memiatan Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi E/L Pelaksana

1. | Revalusi Samakin mantapnya intarnalizcasi nilatl ecencial revolus] mental [integriss, etos kenja,
Mantal dan gomng royong] untuk mempericuioah karaicer dan jad dirn bangsa
Fambinasn
Idealog
Fancasila
a. Fengaatan dan 3 Gugus tugas | Fusat | Kemenko FME
Pangem bangan GHEM

. Layanan disemimasi 4 Layanan Pusat HKamanko FRME

. Jumlah siswa yang 45.484 Siswa Frovinsi/ | Eamandikbuod
mandapatican Kab/HKota

4. Jumilah Iaboratorium 1.000 Unit Provinsl/ | Eemandikbod
kebhinakaan bahasa laboratorium | Kab/Eota
dan sasta

f. Jumilah pesera 150 Orang Pusat Lamhanas
dialog WATRSAL

h. Jumiah 4.000.000 arang Pusat HKamhan
pembentukan kadar
bala nagara

i Jumlah niad budays 247 Teilad Pusat/ | Hemendikbud
dan tradisi yang tudaya; Diagrah

irovitalisasi L

j- Jumilah film dan 15 Film Fusat » Eamandikiod
produk siaran + Eamanag
lainnya yang . i
nilai-nilai parsanian * LFF TVERI
nasicmalizma,
patrictisme, dan
mantalitas bangsa
unggal

2.  Femaruan Samakin mantapnya pamauan kabudayaan untuk meningkatikan peran ksbudayvasn dalsm
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b. Jumlah fectival 19

d_ Jumish partisipaci 320

Satuam  Lolkasi

Musqum Provinsi|
taman | Eab/Eota

. —p
Eab/Eota

Dasaadat | Provinsif

Menguatma harmori dan kerukumean umat baragams

. Jumiah 512

a Jumiah panyuah 10.064
agama yang dibina

b. Jumlah nimah 4.660
ibadan yang berdh
darn sahat

2. Jumlsh procuic halal a3E
JRTY tregTad

b. Jumlsh procuic halal 248
yang wrsertifiiosi

L. Jumilsh stakeholder 1E34
JPH yang tarbina

. Jurmlah jermanh hajl 204000

d_ Asrama hai 11

Kab/Eota
Crang Fuzat
Eabupazen/ 34
o Proving
Trialog 24
.
Oramg 24
.
Uiz 24
.
Fagictar 24
.
Serofiios 24
.
Lambaga 34
.
Oramg 24
.
Lambaga 34
.
Oramg 24
.
Lol 11
- .

E/L Pelakeamn

» Kammendiinad
» Earmaniy



Laporan

mo, B /dikator Target Satuan Lokssi  K/L Pelakeama

Frinmtas
& Pusar Layanan Haj 41 Lol 35
dan Umrah Tarpadu Proving
yang divangun
Barlmmbangmm eionomi umat dan sumbardaya eagamasn
& Jumlah sanah wakcaf 2.500 Lok 4 Kamenag
Jarg di Jagaticasi T
b. Jumiah lembaga 211 Lambaga 24
c. Jumiah lembaga 832 Lambaga 24

4. | Pemngkafan = Menmmgloimya budays Bleras untuk mesapudion masyaraiat barpengesaluan, inovait,

. .
Inovas, dan
T
& Jumiah pemusiaie 7.5 juta Crang Pusai/ |+ Perpusmas
Fang mamantadom Doarall |y Eememdicbasd
PIpUsEiRan
Sebagai sumbar + Hamendagm
mmm » HKemeninminfn
PUsat kegiatan
macyarai;l
b Jumish parpustaioasn &8 Uns: Pusat/ * Parpusmas
T FAOE parposaiman | Dearal (@ Eemendikbod
mamberikan _ * Hemandagri
m!nr " -
C. Fersenmes 0 FalTan Pusai/ = Parpoomac
]J-I]Ji.mml:u.mumm Cearan | s Eemendivhod
Fang sesuzl sEmdar * HKamenag
. . .
d..hm.lﬂhﬁ-mlhn 11857 Lokens Cograh | * Eememdiebasd
Litmras Hasormsl * Parpusmas

5. | Pamanuhan = Meningkeimya pememiham hak dan parlmdungan ek, Perempuar Sars parmada
Hak dan

w
b Anale,
Ferampuan
dan Pommada
o Jumlah masen KIE 1 o] Fusat ¢ Kamen FFFA
pancagahan dan ¥ Emranens
pm::lqpmn.m * Eolt
ﬁmmﬁm T —
* HHPSTEI
b. Jumilah KL yang 3 K/L Pusat » Ermmas
Hapadtas . IEAT
Tagas TFFO " S
¥ LFEK
C. Parcantace =0 Parean Fusat .
TFFO yang mandapat * Kamendagm
fmsitione layanam dan ¥ Hamary



"
d. Jurmlah releomandas 1 Falomendasi | Eepri | » Homnas
menitaring dan 51 Forampuzan
evaluasi SPPT-PRET Jakarta | ¢ Kemenioamham
Sulawesi | ¢ Foln
Tanggara, |+ Hejakmasn Agung
Ealtang, |* MA
Jamng ¢ Hemenkms
* Eemensos
4. Jumiah provins yang 15 Lol Sumum: | & Kamen FFRA
tifaciliong dalam JAISDG, | s HNFITED
panguamn dan oJailar,
pambinasn kelnmpal Bangn, | " TRk
BE-TEI dalam wpana Kaltimm,
Famberdayaan Hazam,
Emnor, Kemharan Cilagon
Ealuarga, dan Karammang
Famanuhan Eak . Sadoang,
Anak THI Prcurusm,
Bintan,
Cibitung,
Cibinang.
Hitung,
dan
Medam
f Jumiah SDM yang 860 Cramg Fusat |+ Eemen FFFA
man-dapet sygalisasi ¥ EF
Frogram Teman Ansk ¥ Kemenimminin
[Itarmiet Aream untulk
Azl
. Jumlan paicara anak 5.000 Falerja Amale | Fusat | * Kemenaker
yoanyg dicogah dan * Ecmendiihiad
LAk dan wmpa * Kaman FFFA
lrja * HKemsre
h. Calon Tenaga Eerja 18.000 CTEL/THD Fusat ¥ Hemenalar
Idomasia . * HNPZTHI
|'3T}mi'mi?ﬂ]{ﬂ]ﬂ » Kambn
Indomazia (T yary
tartindung
i CTHI/THI yang 179.860 CTHI;/ T8 Fusat |« HNP2TE
mamamil yarat
kmra dam prosedural
j- Jumlan pangalals £.150 (CTang Pusat |+ Esmenpom
Crgam=am + Eemendivhbud
EapsImidann yany . . -
difasilisns dalam
palatiham mans)emen
orgamisac
kspemmudasn

6 | Pemungkatan = Menmgksinva peran ksluangs uniuk parnysomesam mital-nlas bohver dalam rangio
Bualitas membangun karltar bangsa

Ealuarga
A Jumiah FIE Femaja 29.83T Kalompak &4 HEXHN
Famaga [HEF) yang
mendaparien
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Exgiatan .
Nao. - Sacyran | Indikator Target Satuan Laokasi E/L Pelakcama

b. Jumiah Esluarga 10070635 | Esluamga 34
YTy mAmpunyA Froving
balit dan anak yamg
mamahamr S
pangrsuban dan
PeIEbinaan tombah
kembary anak

¢. Jumiah kekuarga 7.000 Fasangan 34
calinah yang Proving Kamanag
mardpatan
pembimann

4 Jumiah caman 26,157 Larbaga 34

4 Provinsl 4 Provinsl | Kamen FFPA

Praciag rugional dan infarnadional
Clanraga
a Jumlsh sent 2 Eyent Fopua | * Kemenkn FME
ciahraga nagional * Kamendagri
[Fekcan Qlahraga ¥ Bammemiogn
]'I!.':I.DD.!].IFCIH:I‘;}'. ¥ Eamenpora
Faraimp e i
(Feparmas| XV1 * Eamentanian
Tahun 2330] FUFR
* Kamen ATR/HFN
¢ Bomenhul
» Bammeniictnad
¥ ERmanings
* Bamenichalkodiict
* EaInenparn
* Eemendag
¥ EEmanpar
¥ Hamenimminin
 Kommen HUAM
& THL
* Falri
® HFEP
¥ Hacamas
¢ LXFP
b Jumish cabemg ] Cabang Jupang | Hamenpar
ciabmaga lodos Clahraga
huﬁﬁu.si!:;u
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HEegiatan -
= . ‘Saexran f Indikator
Wa. Target Safuan Lokasi E/L Pelak<asmn

b. Jumish 2 Euprpd Japang ¥ Normenpors
imiloatsartasm dalam dan » Elammenin
et clahrags Filipi * KalDensemag
ragional dan R
misrTeacional

C. Jumlah ciahragrsan 1000 CTeEmg Fusat » Karmenpor
andalan yang dibima » Kormendilctnsd

. . -
» Eormemans

. Jumish penghatgasn | 1187107734 Bdgdali Pusat * HeImanpora
yang diparcab {As=en Farm wmas » Eamen FANRH
clanragaan dan Games) perai/ « BETS
WOngA KRCANIBgAsT » Kammen PUFE
oI berprastas: 3171 perungm

| Dymms Games]
1/8/4
Py
Games)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

b) Prioritas Nasional Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah

Kerangka pembangunan infrastruktur tahun 2020 diarahkan untuk perluasan
penyediaan pelayanan dasar, pengembangan infrastruktur untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi terutama pada kawasan-kawasan prioritas, dan pembangunan
infrastruktur perkotaan. Dalam pembangunan infrastruktur tersebut, aspek ketahanan
bencana, keberlanjutan, dan pemerataaan antar wilayah menjadi perhatian khusus
untuk ditangani. Pengembangan infrastruktur dimaksud dilaksanakan dengan strategi
pengarusutamaan transformasi digital.

Sasaran dan indikator PN Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah dapat dilihat

pada tabel berikut.
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Tabel 16. Sasaran dan Indikator PN Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah

No. A Indilsatonr Satwman 201 T 2018 200 2020
1. Mermnnglatnya konelktivitas antar wilayah
e wwralkctua Tarm S 100 Eorw 2.5 = 3 pe 3 2.3
tempuah mmoda jalan pada
koridor utasnma pulana
Porsi rute pelayaran yang Persern S p 23 2
membentuls foopr
2_ Mermnnglatnya indelcs pembangunan telonologi informas: dan kRomumilcass (TIK)
Iryformruation aruda IJil=i g 33 EoR=1=1 gD — 52 5,0 - 5.3
CoOrmMIrmMLIrTTCatior
Techrnologies [ICT)
Drevaeloprniernt ndex
3. Meninglicatnya ktetahanan bencana terhadap daya rasalc air
Imdels bencana bangjir Iil=t b - bt o - Thwarniar
2%
4 Terpernulhinya perumahan dan permulknmman layalk, arman, dan terjarnsslcana uanials ramaih
Tamesa
Persentase ruma:_'h tangea Perser 3ae. 58 38 .30 40 05 a42 el

Sumber: Kermenterian PPN/ Bappenas [diolah), 2019
HKeterangamn: *) Realisasi; *~) Tarset

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan utama yang
dihadapi pada tahun 2020 serta untuk mencapai sasaran PN Infrastruktur dan
Pemerataan Wilayah, 5 (lima) Program Prioritas yang akan dilaksanakan: (1)
Perluasan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar; (2) Penguatan Infrastruktur
Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana; (3) Peningkatan Konektivitas
Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi; (4) Peningkatan

Infrastruktur Perkotaan; dan (5) Transformasi Digital.

Gambar 5. Kerangka PN Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah

Prioritas Nasional

Program Prioritas Perluasan
Infrastrultur
dan Pelayanan
Dasar
Penguaatan
Infrastruktur
Transformasi Kawasan
Digital Tertinggal dan
Ketahanan
Bencana
Infrastrultar
dan
Pemerataan
Wilayah
Peningkatan
Peningl K Ativi
Infrastruktur Multimoda dan
Perkotaan Antsrmoda
Menduluang
FPertumbuhan
Ekonomi

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
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1) Program Prioritas Perluasan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar
Sasaran dan indikator PP Perluasan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17. Sasaran dan Indikator PP Perluasan Infrastruktur dan
Pelayanan Dasar

No. Sasaran /Indikator Satuan 2017 20189 2019 2020

1. Meninglkatnya alkses masyarakat terhadap perumahan dan permuloman layale, aman dan
a. Persentase rumah Persen 91,55 91,09 91 .88 92,72
tangga yang
menempati hunian
dengan keculmpan
luas lantai per kapita

b.Persentase rumah Persen 79,60 80,04 81,11 82 88
tangga yang )
menempati hunian
dengan ketahanan
lantai, dinding)
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Ho. Sasaran (Indilkstor Sataan 2017 20189 2019= 2020

c. Perzentsce rumah Perzen 51.87 5241 54,058 55,46
seriifilcat halk atas
tEmah untul
perumahan
d. Proporsi rurmah tangga Per=zen 73,07 74,58 TE,TE 78,1
vang mensmpati alrces =
hurniarn dengan alses limilbak layalk
sanitasi layak dan itermasul
aman |sir mioak) 9 65 alses
air mlkbak
aman]
&_Proporsi ruraah tangga Perzen 61,35 60,05 74,02 61,79
vang mensmpati |perkotsan) (perlkotasm) [perlotasn) [PeRanganan
humisn dengan alrses dan 13,74
sampah yang terkelola PERFUFAYIESR
dengzzm baik (perlotasn)
f. Proporsi mamah tangea Perzen 5907 61,28 683,44 65,66
vang mensmpati (termasulc
humisan dengan alcses 23,23%
air mirmar Layaks alrses
perpipasn|
g Proporsi ruraah tangga Perzen Mia N/A i1 1z
Tang mensmpatl

h_Proporsi rumah tangga Persen 10,41 9 36 7.8 6,249

El

2. Meninglkatmys tinglat keselamatsn dan keamanan transportasi

Facio fatalitas Perzen 32 42 50 53
kecelalaan jalan per

10000 kendsraan

(terhadap baseline 2010)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Perluasan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar dilaksanakan melalui
4 (empat) KP (1) Penyediaan Akses Perumahan serta Permukiman Layak,
Aman, dan Terjangkau; (2) Penyediaan Akses Air Minum serta Sanitasi yang
Layak dan Aman; (3) Keselamatan dan Keamanan Transportasi; dan (4)
Penyediaan serta Pengamanan Air Baku dan Air Tanah. Sasaran masing-
masing KP dari PP Perluasan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar adalah

sebagaimana pada tabel berikut.
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Tabel 18. Sasaran dan Indikator KP dari PP Perluasan Infrastruktur
dan Pelayanan Dasar

No. ;.c‘ﬁi;:: Sasaran (Indikator Target Satuan Lokasi Pt]-;‘li:;m
1 Penyediaan Akses Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan serta permukiman yang
Perumahan serta layak, aman, dan terjanghkan
Permukiman
Layak, Aman.
dan Terjangkau

a. Jumlakh hunisn 46_300 Unit 34 Provinsi = Hemen
baru lagals yang PUPR
terbangun melahal = Hemendspri
persn pemerintsh - By 1

. Jumlak 220.000 Uinit 34 Provinsi | = Kemen

i tar FPLUFR
loualitas huanism = Hemensos
maelahy perarn = Kemendagri
pemerintah

= Perada
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WOEEA TALE Tangga FUFE
manarima fyoilioes  HRrmeniog
pamibiayasn * Pernda
pen@rEahan
d_ Jumiah 48 Eabupetenf 24 Frovins |~ Eomen
Knbapesen Mot Bt FUFE
yang = Eamen
] ATR/HFH
ikiirn keomechasid .
= Eamendagri
a1z redn » Pomda
pariznan dan
parEmahan
. Jumiah 48 EabopetenS 24 Frovinsi = Eamen
Knbapasen Mot ot FUFE
RO TR = Kamandsgri
» Pomda
pemarpihan
starsdar kuandaian
ATErLUTArL
f Jumish parsi 1.000 Parsil 24 Frovinsi |~ Eamen
rurmnah tAanggs yamng FUFE
mnnd.u.;pm:l:u.n « Permds,
facilitaci pra
sartifiiosi
& Jumish Sabgan 2 Saman 2z Hamardes-
Farmmaldman Fang Funmuldiman Eabupaten FDTT
dhibangumn dan JEDa
fungsiomal 4
ATEsan
Transmigrasi
[PIROrEES

2.  Penvedisan Ak=se=  Meningkatnyva akses masyarakal terbadap lavanan air minum serlta sanitasi
Air Minum serta vang layvak dan aman
Sanitas yang

Layak dan Aman

4. Jumiah 221 463 | Sammbungsm Bl = Karman
samnIngan nimah Fumah Enbupater FUFR
SREALD-T cloala S B = Hamamioes
i i Shonds -mam'
EATRCAn berbacs .

4. Jumiah mumah S00.D00 Eapala o4 = Kaman
Engga yang BRI EADIDATGT: FUFR
terlayarn SFALD-5 JEoam = Karmenloes

= Karmarsdagr
= Parmils

i, Jhamiain muormesh 45T _ S0 HEopals 25 = FaTraTy
Engga yang Eabasrgs Enbupater FUFR
verlayara TEA S B = Kamamices
dengan standar - 8
oty ke _m
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Ha

ER

Eegiatan
- Pricritas

Meselamatan dan
Keamanan
Transporiasi

Sasaran/Indikator

o], Jumiah rummei

LR AN
tartayard

Batuan

Eapala

Target
250535

alkoes AT miTnIm

HjA

dengan knarja
sahad

J. oJumish desa yang 21. 733+
talah stop buang
i besar
sermbarangam &
tempat terbuls

Desd

Lokasi

22 Provins

34 Provinsi

Hmhlgkam}'a ]Jm:rl:diu.an fanibitas keselamatan dan Keamanan Lru.rn-]:l:u'laui



4, PFenyedisan serta
Fenpamanan Air
Baku dan Adr
Tanakh

Sasaranindikator

Ca Fn:gma -I'El_ mﬂn-
loarets api yang
m_:mdm

dioperacikean

Target
5.450

Hatuan Lokasi

KL
Felaksann

Hamanbnb

Beningkatnya ketersediaan air baku/air minusm dari surnber amr tecindungi

SR T Ay AT
Fang disclcsailwn

4,63

Pt

32,5

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Ketahanan Bencana

Eminang 5 Provinsi

m fdet 28 Provinst

Kabupateny | 5 Provinsi
it

Habupaten/ Provinsi
Haota KL
Jakarta
dan Jawn
Barat
K = Pravinsi
g Fusat

Remen FUPE

Hemen PUPR

Remen FUPE

Hemien FUPR

Kemen FUPER

Roemen FUPE

2) Program Prioritas Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan

Sasaran dan indikator PP Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal

dan Ketahanan Bencana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Infrastruktur
Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
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No. SasaranIndikator Satman 2017 20189 2019 2020
1. Meningkainya konelktivitas di daerah tertimgeal

a. Jumlah lintas perintis ASDP Lintas 291 296 249 230
{Angkutan Sungai, Danau, perintis
dan Penyeberanganh

. Jumlah rute perintis Foate prbefic 223 281 300
transportasi Jalan (Bush perintis

c. Jumlah rute perintis Fute 201 239 239 201
transpoctasi Udara Pperintis

d. Jumlah rute perintis Ruute: 117 134 113 157
transportasi Laut perintis

=2 Meningkainya ketanpgsuhan masyarakat dalam mengurangi dajya rusalk air

a. Panjang pengendali banjir Em 162 190 30 220
yang dibangun
b. Panjang pengamsn pantsi mn 20 22 13 32
yang dibangsun
Ho. Sasaran (Indikator Satuan 2017 20189 2019 2020
c. Jumlah pengendali Umnit 31 31 13 28
lahar/sedimen yang dibangun
d. Jumlah Flood Forecasting and Umnit H/A H/A N/A 7
Waming Sysiem (FFWS) yang
dibangun /ditingkatkan
3. Meningkatnya percepatan pembansunan Papus dan Papua Barat
Laju pertumbuhan skonomi Persen 45 7.0 56 5,45
Pulau Papua

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Penguatan Infrastuktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan
Bencana dilaksanakan melalui 3 (tiga) KP yaitu (1) Aksesibilitas Daerah
Tertinggal;, (2) Ketahanan Kebencanaan Infrastuktur; (3) Pembangunan
Terpadu Pesisir Utara Pulau Jawa, dan (4) Percepatan Pembangunan Papua
dan Papua Barat. Sasaran masing-masing KP dan PP Penguatan Infrastuktur

Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana adalah sebagaimana pada tabel.

Tabel 20. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Infrastruktur
Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
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Targct Satman
Endikator

&, Jumilah bandsra di T Lokazi Tersehar Hermenbhub

B Jumlah kapal £ it Tersebar Hermenhub

d. Jumilah pelabahan 13 Pelabubsan Terschar Hermenhub
penyebherangsm
|SDF] di dasrah

e Jumlah termminal & Loloasi Terschar Hemenhub

yang FOTT

= E i i i slctur peckad =

& Tumilah wrilayah T Wit 30 Prowvinsi = Eemmmer
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Fezimit [iara
Palm Jamma

Percapatamn. Tarsdlanggaranya Furcepasan Pembangunan Fapua dan Papua Hara:

Paps dan
Papus Hazat

8. Jumsiah bangunan a1

g. Pamyany tanggul 837

7 Provins

15 Provind

Jamra Timur

Haman FUFR

Kaman PUPE

Haman FUFR

Haman FUFR

Hamam PUPE

Terlindungimys kawacan perkotaan di pedior utars Fuls Jaws dar bencana

limglooTgan

& Famang Tangpul 1
- -
dibangun /

b. Pargang sesuall 4.3

. Jumlah 12

d. Eapacitas air halol 0.2
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Erqiatan Sasaran/ : E/L
Ho. = 3k Target Lolasi 1ab
1L Luas a Kab. Kaman PUPER
nfrastulcar Jeyapu
]:nmr.m:um
barbasic
syt di
e
dibangan
m. Luac bangunar 24.200 Kab. Haman FUFR
gechang hujau hanolowami.
yang dibangan Kab.
dan direhabilitasi Marals,
Eab. Bomn
Digoel, Kom
JayapTa,
0 Luas bangunas 1 Kota Kaman FUPE
rEscan pos JEFEpI
Emtac batss
TgATE RO
i
0. Eangaman a Hab. Kaman FUFR
IorESCEn DEOross JEyapeaTa,
TROENNL TEOG Kota
dimm JeEyApLT
p. Faglitaz E.00D Tarzaber | Haman FUFR
pm:!:.gl:um
inuahtas nimah
Swadnm
q. Fembangunan s00 Terzabar Haman FUFR
rumah K
r. -Jumlsh bandams 13 10 Hamanbub
Farg divangun Earupan
epasiincoym
5. Jumlsh 5 Eab. Sarmi, = Hemenbub
palabuhan yang Eab Mahing,
dibangn dan Kab.
dilmmbangiomn Komieama,
unoal memarb Eab Kap.
sandar Yapan
pelanan
OperAsIonal
t. Fanjang jalam 200 Tersabar Kaman FUFR
naCipnal, TAans
papus, dan
p_n:‘h-u.mm]ra:g
dhbangon dan
i ting i tion:
npasrta ey
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
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3) Program Prioritas Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda
Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
Sasaran dan indikator PP Peningkatan Konektivitas Multimoda dan

Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat pada tabel.

Tabel 21. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Konektivitas
Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Ho. Sasaran| Indikator Satuan 2017 20189 20194 2020
1. | Meningkatnya konektivitas di wilayah pusat-pusat pertumbuhan dan meningkatnya konektivitas
multimods dan antarmoda
a.Persentase kondizi mantap Persen | 91/68/59  92/67/57 | 9469758  95/70/5%
jalan nasional dan daersh
iprovinsi, kabupaten kota)
b.Jumlah produksi Juta 360 Juta | 430Juta | 513 Juta 590 Juta
penumpang dan anglutan Orang, | Orang 40 | Orang, 45 | Orang, 50 Orang, 60
barang kereta api JutaTon | JutaTom | JutaTom | Juta Ton Juta Ton

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung
Pertumbuhan Ekonomi dilaksanakan melalui 5 (lima) KP yaitu: (1) Konektivitas
Transportasi Jalan; (2) Konektivitas Transportasi Kereta Api; (3) Konektivitas
Transportasi Laut; (4) Konektivitas Transportasi Udara; dan (5) Konektivitas
Transportasi Darat. Sasaran masing-masing KP dari PP peningkatan
Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 22. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Konektivitas
Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

E/L

Eegiatan . -
Ho Indikator Target Satman Lokasi Pelak

- Pricritas

1. HEonektivitas  Terselenpraranys penfembangan jaringsn jalan mendulung kawasan prioritas
Tramsportasi  nasional

Jalan
a. Panjang jalan tol baru yang 600 K Tersebar Kemen
terbangun |:3um atera, FUPE
Jawa,
Kalimantan,

dan Sulawesi)
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HEegpiatan - HfL
Mo = Indikator Target Satoam Lokasi Ink
b. Panjang jalan bani yang =00 Em Tersebar Kaman
dibangnan FUFR
c. Jumilah simpal trancportasi T Lakcasi Tersebar Eaman
yang difukung akses jalan FUFER
d. Panjang jalan yang 47017 Km Tersehbar HKeImen
diprasarvasi PUFR

=. Konskbvitas TarsalangEaranya peogdambangan kersta apl mendukung kawasan pricritas
Tranpspartasi  nasional

2. Panjang jatur kersta api £V 3 Km Terachar Keamanhub

b. Panjang jalur karats api L B Tersebar HEamanhuab
Hmtas Utams YaErg
ditngkatican
- Eomeichvitas T ATIVE T 1 pelabuhsn mendubung  kawsssn  prioritss
Transpartasi nmasional

a. Jumlah palabubhan hub 1 Lokaszi | Tanjung Friok | Eemenbhab
yang mancapal standar
secual kribaria Enfegrated
Fort Network [[FI)

b. Jumiah palabuhan s Lokiasi Tergelar Eamanhuab
mancapai standsr
pelayanan operasional

4.  EKonekbvitas Tarsalanggaranmm pengembangan bandara mendulung kawasan prioritas nasional

Udara
& Jumlah bandara bani yang T Lokasi Tersehar Eamanhab
dibanguan
b. Jumiah bandars yang i Lakeasi Tersehar Kamanhub
= Eomeichviteas T ATIVE T T rancpormsi darat mendukung kawacan prioritas
Trapcpartasi  nasional
Darat
& Jumilah palabuhan = Lokasi Tersehar Kemanhub
PROyaberangan Fang
drbangan / dikoern bangloan
b Jumish terminal tGpe A 1 Lakuasi Teraciar Hamenhub
Famg dibangin

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
4) Program Prioritas Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
Sasaran dan indikator PP Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 23. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
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Ho. Sasaran/ Indikator Satwam 20179 20189 2019™ 2020
1.  Meningkatnya layanan angkutan umum

Jumlah layanan angiutan umum Kota 4 4 4 T
macal perkotasn yang dikbangun (Kawasan
dan dikembangkan Perkotaan|

Sumber: Ksmentsrian FPN/Bappenas (diclak), 2019

PP Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dilaksanakan melalui 7 (tujuh)
KP vyaitu: (1) Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel; (2)
Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan; (3) Infrastruktur
Jalan Perkotaan; (4) Penyediaan Akses Air Minum serta Sanitasi Layak dan
Aman di Perkotaan; (5) Penyediaan Akses Perumahan serta Permukiman
Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan; (6); Energi Berkelanjutan untuk
Perkotaan; dan (7) Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan. Sasaran
masing-masing KP dari PP Peningkatan Infrastruktur Perkotaan adalah

sebagaimana tabel berikut.

Tabel 24. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Infrastruktur
Perkotaan
Eegiatan
No-  Prioritas
1. Sistem Anpkutan Terselempearanya pembansunan dan pengembangan serta pelayanan angkutan
Umum Massal transportasi perkotaan berbasis rel

Indikator Target Satman Lokasi K/L Pelaksana

Perkotaan
Berbasis Rel
Jumlah layanan 4 Kota Jabodetabel Kemenhub
angiutan umum (Kawazan | (MET/LET dan KA
masal perkotasn Perkotaan) komuter],
berbasiz rel yang Palembang (LET],
dibangun dan Yopyakarta-Solo (KA
dikembangkan Komuter), Medan
[EA Komuter)
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Angloutan francportasi perlontaam berbacc jalan
Teum Mool
Perkorsan
Harbasts Jalam
a. Jumiah kot 7 Kata Jabodatabalk, v Kamartoh
ﬂm.ga:nla:_l."u.'uﬂ:n [Eamcan | Medan Sumkarts, | s Pgmda
full hus romd Perkotasn) Crpasar,
transt (BRET) Falambang,
Yiogyakara,
Surabaya
b. Jumiah 106 it [ersebar Hamenhub
p-m.jutﬂ.ﬂ.n'tln.
untuk BT/ sami
BET/ sistem
traAnsit
E.  InfrasTulour Tarsdlenggaranys pambangunan dan pengenbangan infmemulchar jalan parkotasn
Jalan Periootsan
wumlih Ay overglun 7 M H [ersebar hémen FUPR
undeTpags vang
dibangun
4. | Panyedizan Maningioimya akecs masyaraicat terhadap layanan air Emare dan sanimes yang layak
Alesas Adr dian aman di pariotasm
LETrm dam
Sariter Layaic
s Areemy i
Parkotman
a Jumlah FOAR 11 Eamapacan | "."‘il.l'll.:_'.mh » HKgman FUFRE
ﬁ:gunln}mﬂn Eoda Mgtropolitam, 2 * Kamandagri
Foma Al Binwarn Wilayah » Fomds
4 ot Bara
b Jumlah FOARS 2 FLOARY "."iﬂl.!:_‘.l'.!h » Haman FUFR
yang mm-:r.:;l:u:u Mgtropoiitm, 2 * Kamandagri
Bmart Srid Witer Wilayah * Famda
Maragemert Mgtropoiitan Bam,
& Eoks Bara
. Jumlah HSFE 1 rnit Pzt * Haman FUFR
R ekt ¢ Hamandagri
mir rEdmarm dam * Fgmda
samitaci yang
tarmiegrasl it
5. | Penyedizan Momngimimys akees masyaraiot terhedap parumahan yang layek amean dan
Akmes tarjamglon 4 parkotasn
Parumaham
Sarta
Perrmikoman
Layalk, Aman
dan Tarjanglon
i Farkmitaan
Jumiah paryediaan | 100000 Unit Wilayah Kermen FUFRE
Immiamn Laymic di Matropolitm, Koo
taar melah Hesar, Kot
Hiall
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6. | Enera Baninginimys pengFInasT energl raman linginingan erotams untalk periotasn

tarutarmna unaik
Perkoriman
A Jumiah, permyiapan 1z Lolcasi Provins DI Jakarta,| = Haman PUPR
e B, TAngerams, » Harman ESDRE
B Eota TAngerang » Famarintah
Enarg Lasimic szn,_ Cmaren
IP‘EEL-I HEots Balosm, » Hadan Uoaha
Kpta Hamdumg, Ko
Sqmparamg, Foo
Snraioarts Foos
Surabayw, Kot
Binkerooer, Eota
Denpacsar, Kota
Falermbang, dam Ko
Bllwronie:
b.Juzeiah 1D Moga Wazt Tarsebar » Haman ESDRL
permmanfastan peals [BRIWE » HBadan Toakhs
Photoucismi (PU]
C.Jureisiy 200 rmit Jabcdetabals = Badan Ticabha
psnambaban
Hesiriic wemim
|EFLI:J1
7. | Infrastolkoar Berlarnbamgrya infrastroicnr dan simsrstern TIE unailc pembangarnan ko yvang letih
dam Elcoeiohers 1117
TIK Parkotsam
a Foadmap dan 3 DrololTsam Puesat Eammenimrrrdn
Enplamantac 55
dalam lapamsn
digital
b Fersenimss 14 Parsan Tarsabar » Eomemkornrdn
]ﬂ.ﬂ.ﬂtl'ﬂﬂ._;'l’.‘lﬂ:! * Eomonpar
broacbarsd

Su=mhar: Karmarsasinn FPH  Bappanos [dinleh], 2019
5) Program Prioritas Transformasi Digital

Sasaran dan indikator PP Transformasi Digital dapat pada tabel berikut.

Tabel 25. Sasaran dan Indikator PP Transformasi Digital
No. Sasaran/ Indikator Satman 20179 20184  2019= 2020

1. Tersedianya layanan akses infrastruktur TIK

Persentase kabupaten kota yang Persen 87 88,5 62 95
terlayani broadband khususnya
wilayah administrasi dan permukiman
2. | Terbangunnya ekosistem dan pemanfaatan TIK
Proporsi pengguna internet Persen 54,7 58 62 72

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Transformasi Digital dilaksanakan melalui 3 (tiga) KP yaitu: (1)
Penuntasan Infrastruktur TIK; (2) Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan (3)
Fasilitas Pendukung Transformasi Digital. Sasaran masing-masing KP dari PP

Transformasi Digital sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 26. Sasaran dan Indikator KP dari PP Transformasi Digital

No. Ilf:_:.gl a.tan Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
ioritas
1.  Penuntasan Meratanya infrastrulkiur TIK ke seluruh wilayah Indonesia
Infrastrulktur
TIK
a. Jumlah BTS untuk 2,100 Lokasi Tersebar | Kemenlkominfo
desa blank spot
b. Jumlah daerah 57 Kabupaten/  Tersebar | Kemenkominfo
operasional layanan Kota
jaringan serat optik
Palapa Ring
c. Penyediaan 31 Gbps Pusat | Kemenkominfo
kapasitas satelit
untuk layanan
telekomunikasi
d. Penyelenggaraan 1 Layanan Pusat | Kemenkominfo
infrastruktur SFBE
berbasis cloud
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Eegiatan . :
HNo. Priorit Sasaran/Indikator Target Satman Lokasi K/L Pelaksana
g. Jumlah 20 Stasiun Terselbar | LFP BRI
infrastruktur
penyiaran publik
radic yang
dikembangkan
f. Jumlah 50 Unit Tersebar | LPF TVEI
infrastruktur
penyiaran publik
televizi yang
dikembangkan
2. | Pemanfaatan | Meningkatnya pemanfaatan akses telekomunilaci dan internet di seluruh wilayah
Infrastruktur Indomesia, baik daerah komersil maupun nonkomersil

a. Jumlah penyediasn 5.930 Lokasi Tersebar | Kemenkominfo
akses internet
untuk sekolakh,
puskemas, kantor
pemerintah, dll.

b. Jumlah sfarfup a0 Start up Pusat | Kemenkominfo
digital aktif

c. Jumlah nelayan, 105.000 Crrang Tersebar | Kemenkominfo
petani dan TTMEM
online yang menjadi
pengEuna aktif
3. | Fasilitas Meningkatnya literasi TIK masyarakat
Pendulung

a. Jumlah crang yang 35.000 Orang Tersebar | Kemenkominfo
mendapatkan
peningkatan
literaci digital

b. Persentase 100 Persen Pusat | Kemenkominfo
penyelengearaan
sertifikasi
elektronik

c. Jumlah 150.000 Situs Pusat | Kemenkominfo
situsz/konten yang terblokir
bersifat negatif
vang terblokir

Sumber: Kementerian PPN /Bappenas [diclah), 2019
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c) Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan
Kerja

Prioritas Nasional (PN) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan
Kesempatan Kerja dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah, investasi, ekspor,
komponen dalam negeri dan lapangan kerja pada sektor unggulan pertanian,
kemaritiman, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif/digital. Untuk mencapai sasaran
tersebut, beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu ditangani pada tahun
2020 yaitu masih terbatasnya kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan
pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), lambatnya transformasi
struktural, rendahnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, tingginya defisit
neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi, dan belum terbangunnya
ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan.

Sasaran PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja

tahun 2020 meliputi 12 (dua belas) indikator sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 27. Sasaran dan Indikator PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi
dan Kesempatan Kerja

No. Sasaran/ Indikator Satnan 2017 20189 2019 2020%

Meningkatnya nilai tambah investasi, ekspor, komponen dalam negeri dan lapangan kerja pada
sektor unprulan pertanian, kemaritiman, industri, pariwisata dan elonomi kreatif/ digital

1. Pertumbuhan PDBE Pertanian Perzen 3.8 3.9 3.8 3,8

a Eontribusi PDE Kemaritiman Ferzen N/A N/A 6,20 - 6,30 6,50

3 Pertumbuhan PDE Industri Perzen 4.3 4.3 51 4490 -540
’ Pengolahan

4 INilai Deviza Pariwisata Miliar 15,2 17,0 20,0 19.0-210
’ UsD

c Hilai Tambah Ekonomi Kreatif Triliun 1.0049 1.105 1.211 1.305 - 1.307
’ Fupish

& Pertumbuhan Ekzspor Barang Perzen 2.9 6.5 6,3 4 69 - 6 B
" | dan Jasa

T. Pertumbuhan Investasi (PMTE] Perzen 6.2 6,7 7.0 69-7,3

s Penyediasn Lapangan Kerja Juta 2,6 2,98 26-29 2,7-3,0
’ Crang

g Laju Pertumbuhan FDE per Perzen 2.8 2.6 4.0-50 3,0-4,04
’ Tenags Kerja

i0. | Fasio Kewirauszahaan Nasional Perzen 3,38 3,49 3,57 3,64

11 Frodulk dengan TEDN > 25% Produk 4300 4900 5.500 6000

12 Kontribusi Ekonomi Digital Perzen Nfa Nfa N/a 3,17 &

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
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PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja akan
dilakukan melalui 5 Program Prioritas (PP) yaitu: (1) Penguatan Kewirausahaan dan
UMKM,; (2) Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi;
(3) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja; (4)
Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN); dan (5) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing
Ekonomi.

Gambar 6. Kerangka PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan
Kesempatan Kerja

PREGETTAL MALIOMNAL

FRCORAM PRIORTTAS Fanguatan

Eowirausahaan
dan TRIKRL
Fanguatan Pilar Fani
Fertumbuhan Iodad Tambalh
e =L
Industmalisasi
Hilai Tambah
Saictor Rifl
dan Kecempatan
Earja
Harmilai -
Tambah Tinggi Pm““ e
dan Fenguatan s Har
Enmpunm‘ dan aniptun
Dalamm I i Lapangan Harja
fron]

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

1) Program Prioritas Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
Sasaran dan indikator PP Penguatan Kewirausahaan dan UMKM dapat
pada tabel berikut.
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Tabel 28. Sasaran dan Indikator PP Penguatan Kewirausahaan dan UMKM

No. Sasaran/ Indikator Satman 20171 2018% 2019% 2020*
Meningkatnya kualitas tata kelola pengelolaan kewirausahaan dan UMKM
1. | Rasio Wirausaha Berbasis Peluang Persen | 935 949 | 1008 & 1030
2 Rasio Kredit UMKM terhadap Total Kredit Persen | 19,71 1927 | 19,50 | 19,75
" | Perbankan
3 Proporsi Nilai Penyaluran Pinjaman Perbankan =~ Persen 206 @ 1,95 2,06 2,40
" | kepada IKM

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Penguatan Kewirausahaan dan UMKM akan dilakukan melalui 4 KP
yaitu: (1) Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha
Menengah Besar; (2) Peningkatan Akses Pembiayaan bagi Wirausaha; (3)
Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi; dan (4)
Peningkatan Penciptaan Peluang Usaha. Sasaran masing-masing KP dari PP

Penguatan Kewirausahaan dan UMKM seperti pada tabel berikut.

Tabel 29. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan
Kewirausahaan dan UMKM
Kegiatan Sasaran/

No. Prioritas Indikator Target Unit Lokasi K/L Pelaksana
1. Peningkatan Meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) yang bermitra dengan usaha
Kemitraan Usaha menengah dan usaha besar
antara Usaha
Mikro Kecil dan
Usaha Menengah
Besar
Jumlah 2.130 UMK/ Pusat e Kemenkop UKM
UMEK [/ kelompok Kelompok « Kemendag
yang
ditingkatkan *KPPU
kapasitas
usahanya
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Peninglkatan
Akzes
Pembisyasn bagi
Wirauzaha

Peninglatan
Kapasitas,
Jangksuan, dan
Inovasi Koperasi

Peninglatan
Penciptaan
Peluang Usaha

Jumlah 225
UME/ kelompol
yvang difasilitasi
untuk bermitra

Meningkatnya jumlah wirausaha dan UMEM yang mengakses kredit di
lembaga keuangan formal

UMK/
Helompok

Pusat

Jumlah UMEM
yang didampingi
untuk
mengakcses
kredit
perbankan

Jumlah
wirausaha dan
UMEM yvang
mendapat
bantuan
permodalan

Meningkatnya kualitas kelembazgaan dan kapasitas usaha koperasi

3.000 UNMEM Pusat « Kemenkop UKM

» Bekraf

1.900 Orang Pusat

Jumlah
pengurus dan
MANS]er
koperasi yang
ditingkatkan
kapasitasnya
Jumlah 500
kelompok yang

didampingi

untuk

membentuk

koperasi

5.050 Orang Pusat » Hemenkop UTEM

Eelompok  Pusat

Meninglatnya alkses terhadap informasi dan fasilitasi peluang usaha bagi
wirausaha dan UMKM

Jumlah 57.700 Orang Pusat e Kemenkop UKM
wirassaha yang « Kemenperin
;’igt.]apa ¢ Kementan

Ke istekdikcti
Jumlah 17.250 Orang  Pusat .. lolrote:
wirausaha yang ¢ Kemenkominfo
ide usahanya + Kemnaler
difasilitasi ¢ Kemenpora
melz;lu_i . * Kemendag
pendampingan
atau inkubasi * i:kra_fd —
Jumlah pelaku 12.380 UMKM  Pusat oo
usaha yang
ditingkatkan
kapasitasnya
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Jumlah sentra
KM yang
difasilitasi
Jumlah BUM
Desa Bersama
yang
ditingkatkan
kapasitas dan
sarana serta
permodalannya
Jumlah UMEM
Go Online
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019.

65

60

100.000

Sentra

BUMDes
Bersama

UMEM

Pusat

Desa

Pusat

2) Program Prioritas Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil

dan Industrilisasi

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di

Sektor Riil dan Industrilisasi dapat pada tabel berikut.

Tabel 30. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Nilai Tambah dan
Investasi di Sektor Riil dan Industrilisasi

No. Sasaran/ Indikator Satunan

201'™

20181

2019

2020

Meningkatnya nilai tambah dan investasi selttor pertanian, kemaritiman, industri, pariwisata,

ekonomi kreatif, dan digital

1. Pertumbuhan PDB industri Persen 4,85 4,77 5,33 5,48 -6,01
pengolahan non-migas

2. Pertumbuhan PDB pertanian, Persen 3,57 3,68 3,06 3,10
peternakan, perburuan dan
jasa pertanian

3. |Pertumbuhan PDB Persen 2,08 2,76 2,70 -2,90 2,70 - 2,90
kehutanan

4. Pertumbuhan PDB perikanan Persen 5,71 5,20 7,20 7,90 -850

Laporan Penyelenggaran Dana APBN Tahun Anggaran 2020 60



5. Kontribusi PDE industri Persen 20,16 19,86 19,83 19,78 -

pengolahan 19,80=
6. Kontribusi PDB pariwisata Persen 4,52 4,70 ® 4,80 = 4.8
7. Destinasi Pariwisata Prioritas Destinasi N/A N/A N/A 4
yvang dipercepat
pembangunannya
8. Destinasi wisata alam Klaster N/A N/A N/A 10
berkelanjutan berbasiskan
taman nasional
9. Kontribusi PDB ekonomi Persen 7,40 7,40%%) 7,40 7,60
Ikreatif
10. Pertumbuhan PDB sektor Persen 9,63 7,04 7,10 7,12 -7,54

informasi dan telekomunikasi

11. Target realisasi investasi PMA  Triliun 692,83 T21,3 833,0-870,0 875,1-2890,3
dan PMDN Rupiah

12 Kontribusi realisasi PMA dan Persen 39,6 30,8 33,2%%% 36,2
PMDN sektor manufaktur

13 Peringkat kemudahan EoDE 91 T2 73 Menuju 40
berusaha di Indonesia

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
PP Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan

Industrialisasi akan dilaksanakan melalui 8 KP, yaitu: (1) Peningkatan Industri
Berbasis Pertanian Terintegrasi Hulu-Hilir; (2) Peningkatan Industri Berbasis
Kemaritiman yang Terintegrasi Hulu-Hilir; (3) Peningkatan Produktivitas dan
Nilai Tambah Industri Non-Agro yang Didukung Sistem Bisnis Terintegrasi
Hulu-Hilir; (4) Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pariwisata,
Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok; (5)
Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kreatif dan Digital; (6)
Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi; (7) Peningkatan Hilirisasi
Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan
Industri Terutama di Luar Jawa; dan (8) Pengembangan Industri Halal.
Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi

di Sektor Riil dan Industrialisasi seperti pada tabel berikut.

Tabel 31. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Nilai
Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrilisasi

Kegiatan Sasaran/ =
No. Priori Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
1. Peninglatan Meningkatnya produksi komoditas tanaman industri

Industri

Berbasis

Pertanian

Terintegrasi

Hulu-Hilir

Peninglatan 0,3 Persen 36 Lokasi = Kementan

produlcsi kakao
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No.  Begiatan Sazaran| Target  Satuan Lokasi E/L Pelaksana

Prioxit Indikat
7. Peningicatan — Menmgkatnya jumlah kawasan industri yang beroperasi
Hilirizasi
Sumber Daya
Alarn,
Tarmazul
Blalahai
Pengembangs
n Smeiter damn
Eawazan
Inducsiri
Terutama di
Luar Jawa
Jumlah kamracan =1 Eamwacan 1. Malulka & Famenlo
industr YA Industr Utara Persloonomian
ﬂ.1.1':|_-:|l1|:|_-::| 2. Ealbar # Femenloms
pemerintah 3. Eep. Fial Kamen
4., Sumut ATE/BPHN
3. Papua = KLHEK
Earat » Kemendicbud
Jumlak EEE B EEK 1. Aceh # Famenristelodilot
industri yang 2. Sumut » KKP
ﬂ"'{“"]"_m;’h 3. Kaltim «BEPM
pemeTin
4. Suhit = BUMN
3. Sumcal * Pemda
G, Papua
Earat
7. Kepri
8. Sulteng
Jumlakh sme=ler 3 Smelter 1. Sultra (2]
Fang ditangun 2. Benglouha
g. Penpembanga Berkembangnya indusitrd kalal
n Industri
Halal
Jumlah loawasan 2 Eawazan i. DKI = Kamenperin
indusiri halal Jakarta s Kemendag
2. Banten 4 Kamen PPN/
B =
Jumlah dasrah 10 Dasrah Pusat Appenas
tartib ulasr Tertib Uour * Kemenla
Jurmlakh 15.000 Unit Puzat
PENFAWASATL
kemetmlogian
Dedlaration on 1 Diolkumen DEI Jalcarta
Halal Industry

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

3) Program Prioritas Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan
Penciptaan Lapangan Kerja
Sasaran dan indikator PP Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan

Penciptaan Lapangan Kerja terdapat pada tabel berikut.
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Tabel 32. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Produktivitas
Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja

No. Sasaran | Indikator Satuan 2017 20189 2019 2020

Meningkatnya produktivitas dan penciptaan lapangan kerja

1. |[Proporsi Pekerja Fersen 38,81 39,57 41,00 43,00
Berkeahlian Menengah dan
T .

2. Proporsi Angkatan Kerja Persen 41,17 42,54 45,00 45,00
Berpendidikan Menengsh
Ee Atas

3. Jumlah Lulusan Crang N/ A= N/ A=l N/Ax 1.890.345
Fendidiltan Voloasi

4. Jumlah Lulusan Pelatihan Orang 864 992 915 6718 1.400.000 2.000.000
Volkasi

2. WJumlah Lulusan Orang 472 000 615.3588< 1.000.0004 | 2.000.000
Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi Bersertifikat

Kompetensi

6. Jumlah Tenaga Kerja Juta 17,5 18,3 NfA 19.7
Industri Crang

7. Jumlah Tenaga Kerja Juta 12 6 12, 6al 13,09 13,0
Pariwisata Crang

8 |Jumlah Tenaga Kerja Juta 17.4 17,594 13,44 19.0
Ekcnomi Kreatif Crang

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan
Kerja dilaksanakan melalui 4 KP, yaitu: (1) Peningkatan Peran dan Kerja Sama
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan Dunia Usaha; (2) Peningkatan
Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; (3) Peningkatan
Sertifikasi Kompetensi; dan (4) Peningkatan Tata Kelola Pendidikan dan
Pelatihan Vokasi. Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan

Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja seperti pada tabel

berikut.
Tabel 33. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan
Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
No. Hegiat Sasaran ) - -
"‘_‘1: o ik atos Target Unit Lokasi K/ L Pelaksana
1. Peningkatan Meningkatnya kualitas dan relevanczi standar kompetenczi dan kurikulum
Peran dan Herja pendidilktan dan pelatinan volkasi
Sama Pendidilcan
dan Pelatihan
WVoltasi dengamn
Dumia Usahs
Jumlah pets 20 Sektor/ Pus=zat * Hemnaler
Eompetensi Sub = Kemenperin
zotor e ssiion JE——
bei?.:fﬂ » Kemenpar
dengan dunia » Kemenlominfo
usaha
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TO
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Pandution dan
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vkl v
langoung
Teclicaria.
m .
_Tl._'l::nla.hpuu-.n,
f=ly

Lokxs — E/LPelalboma

Furcen | 24 Provina o« Komnskar

* Kamgnparin

*# Hamanpar

¢ Kormgritse

s KEF

» Kemgnlomindy
» Kamanodilchod

¢ Komgrimikh

* Kamankas

s KLHK

» Kamgniop UERL
» Kgman FUFR

¥ Kamgrn ESDRE
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s HEFITED

» Hgload
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Profesi [LSF| B1 * RKarmangar
Jurlan 270 LSF 24 * Kaman FUFE.
Larphaga Frowine ¢ Komon ESDRS
Sartbleas] » Kgmarntan
Hardzanci » Kamenkominio
Palatiham ik 1.500 Crang Pusa: ¥ Kamandiknud
AzezarRiaster ¥ Karmarilss
A.':u_m' Hl_:l.am .

* Kamaniop TER

» Kamenrstelodiic

» Kamaniag

¢ Hemgrinih

¥ Hamandsg

® Bglored
Terbenoaiorm 1 Lambaga Pusat » Fgmnakgr
Lammbaga * Kamanparin
Pangalola kart * Kamendikhud
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Frogram Karta
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
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4) Program Prioritas Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan
Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi

dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terdapat pada tabel.

Tabel 34. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah
Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

No. Sasaran/ Indikator Satuan 2017 20189 2019+ 2020m
Meningkatnya ekspor terutama yang bernilai tambah tinggi

1. |Pertumbuhan ekspor nonmigas Persen 16,54 6,39  7,00-9,00 | 6,88-9,24

2, |Pertumbuhan ekspor pertanian Persen 23,64 | 4,92 7,96 10

3. |Nilai ekspor produl perikanan Miliar USD = 445 4,86 9,54 6,19

4 Kontribusi ekspor produk industri Persen 4497 | 46,10 55,00 - 65,00 ;g:gga;

5, Kontribusi e.kgparlprodu.k industri Persen 10,87 | 10,68 10,80 10,80 - 11,00
berteltnologi tinggi

6, Nilai ekspor ekonomi kreatif Miliar USD | 20,50*% | 21,00% 21,50 21,50 - 22,60

7. | Jumlah wisatawan nusantara Juta Perjalanan | 277 | 303,4% 308 312

8. |Jumlah wisatawan mancanegara = Juta Orang 14,04 1581 17,509 18,50

9, | Rasio ekspor jasa terhadap PDB Persen 2,49 2,68 2,60 2,79-3,11

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Peningkatan Ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) dilaksanakan melalui 7 KP, vyaitu: (1)
Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan
Jasa; (2) Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor; (3) Peningkatan
Efektivitas Free Trade Agreement (FTA) dan Diplomasi Ekonomi; (4)
Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global (Investasi Inbound
Dan Outbound); (5) Pengelolaan Impor; (6) Peningkatan Pengadaan
Pemerintah yang Menggunakan Produk Dalam Negeri; dan (7) Peningkatan
Citra dan Diversifikasi Pemasaran Pariwisata dan Produk Kreatif.

Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Ekspor Bernilai
Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

seperti pada tabel berikut.
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Tabel 35. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Ekspor Bernilai
Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Ho. Eegiatan Priorites Semran Indikertor — Tanget Toat Lolmsi  E/L Pelakoma

Menmglevmya produlk flnper dan jasa

1

Feninglatan
———
—
Smng Produk Bicspar
dam Jacy
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Efsidivitas Free Trade
Agreement [FTA) dan
Doploman Ekonamm

Juriah produk baru
yang dsiespor
Jumiah Mgl
Fecogrution Agnesment
(MRA) dangan nagara
nuan akspor unk
seictor pricritas
Faszio despar produk
hilir CPO {dan sisi

Mannglan Ty panar tiuan deper

234

75,0

Mou

Pusat

Pucat

Pucat

Pusat

Pusat

Fucat

Fucat

Pucat

Pucat

Fucat

# Kemenian

» Kameniop UM
"BEN

*ELHE

» FF
» Kamen ESTM

# BRImemiar

* Emen B
+ Bgiraf
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No. HKegiatan Prioritas Sasaran/ Indikator Target Unit Lokasi K/L Pelaksana

Jumlah pameran 24 Pameran Pusat
wisata 10 DPP dan 10

Destinasi Branding
Jumlah misi penjualan 37 Misi Pusat

10 DPP dan 10 Penjualan
Destinasi Branding

Perjalanan Wisata 1.415 Orang Pusat
Pengenalan di 10

Destinasi Branding

dan 10 Destinasi

Prioritas

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

5) Program Prioritas Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
Sasaran dan indikator PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya

Saing Ekonomi terdapat pada tabel berikut.

Tabel 36. Sasaran dan Indikator PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya
Saing Ekonomi

No. Sasaran/ Indikator Satuan 2017 20185 2019 20209

Meningkatnya ketahanan pilar pertumbuhan dan daya saing elkonomi

1. [Kontribusi Sektor Jasa Persen 4,20 4,15 4,19 |4,22-4,23
Keuangan /PDB

2. Skor Logistic Performance Index Nilai N/A 3,15 3,15 3.2

3. Biaya Logistik terhadap PDB= Persen 23,1 23,0 22 21

4. |Peringkat Travel and Tourism Peringkat 42 429 40 409

Competitiveness Index (TTCI)

Sumber: Kementerian Pariwisata; LPI World Bank; Cetak Biru Sislognas.

PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
dilaksanakan melalui 6 KP, yaitu: (1) Peningkatan Pendalaman Sektor
Keuangan; (2) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0;
(3) Penguatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga; (4) Peningkatan
Pengembangan Industri dan Pariwisata yang Berkelanjutan; (5) Peningkatan
Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi,
Terutama Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital; dan (6) Reformasi
Fiskal. Sasaran masing-masing KP dari PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan

Daya Saing Ekonomi seperti pada tabel berikut.
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Tabel 37. Sasaran dan Indikator PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya
Saing Ekonomi

Sasaran/
Indikator

1. Peninglratan Meningkatnya pendalaman sektor keuangan
Pendalaman Sektor

Keuangan

K/fL

No. Kegiatan Prioritas Pelal

Target Satuan Lokasi

Rasio M2 /PDB 40,1 - 40,9 Persen Pusat * Kemenlko

Jumlan ATM 55,84 Unit Pusat Perekonomian
per 100.000 * Kemendagri
pendudulk o Kemenkeu
dewasa

Jumiah kantor 15,89 Ut Pusat
Dank per

100 000

pendudulc

dewaca

Famaniaatan aionomi dan efisiensi pelayanan

Jumliah palai E.S00 orang Puzat * Kemanperin
krsatf yang ® Elglcraf

. * Kamankominio
p— = Komenpar
Eampanys 1 Kegiatmn Pusat

Global Making

Indanasia 4.0

Filot Froject 1 Unit Fusat

Lezrming

Factory 4.0

Koafisian 15,0 Farsan Pusat = Komenday

vanac harga = Egmanhub

wilayah

e * Kamen FUFR

Jumiah sistam 1 Fuszat Pusat * Kamankn

;lsm;:::m dan Distribusi Perekomnom
HIZTE YAOg :
are * Kamendagri

famtican TIE * Famda

Jumiah palakou S.000 Falakoa Jaza Puzat
jasa logizdk Logictilk
yang memldd Tarzartiflcasi
sarofilan
profesi
Tingicas nflaci af1 Farzan Pusat
4. Foningkatan Maningkatnya pengembangan inducir dan parfwicata yang berielanumn

Indus dan

FPariwisata yang

Esrkelanjutan
Jumiah 2.B45 Farusahasn Fusat = Komenpar
pamiiahasn * Kamanparin
yang s BSN
manarapican
serafikcas SHI
[50 14001
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Pusat s EFS
# Egleraf
Puzat
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Pusat * Kamenkea
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d) Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup

PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup dilaksanakan untuk
menyediakan pangan, air, energi, serta pelestarian lingkungan hidup yang berguna
untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendorong sektor-sektor ekonomi produktif di
dalam negeri. Ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup dilaksanakan
untuk mencapai kemandirian, keadilan, dan keberlanjutan pembangunan. Beberapa
permasalahan utama yang dihadapi pada tahun 2020 terkait PN Ketahanan Pangan,
Air, Energi, dan Lingkungan Hidup adalah: (1) stagnasi produktivitas pangan dalam
menjamin stabilitas ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan yang aman,
berkualitas dan bernutrisi; (2) penurunan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air
untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri; (3) rendahnya
pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT); (4) penurunan daya dukung, daya
tampung serta peningkatan dampak dan bahaya perubahan iklim; serta (5)
meningkatnya kejadian bencana geologi dan hidrometeorologi akibat perubahan iklim
yang menimbulkan kerugian fisik, sosial dan ekonomi serta upaya pembangunan
berketahanan bencana masih belum optimal.

Sasaran dan indikator PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan

Hidup terdapat pada tabel berikut.

Tabel 38. Sasaran dan Indikator PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan
Lingkungan Hidup

No. Sasaran/Indikator Satuan 2017 2018 2019 2020
1. Mencukupi kebutuhan konsumsi pangan masyaralkat

a. Pola Pangan Harapan MNilad 88,0 90,5 92.5 93.3

b. Konsumsi Kalori Kkal/Kapita/ 2.115 2.113 2.150 2.100
Hari

c. Konsumsi Protein Gram f Kapita [/ 6l.,45 82,19 57 57
Hari

d. Prevalensi Ketidakcukupan Nilai N/A N/A N/A 6.4

Konsumsi Pangan
(Prevalernce of
Undermourishment/ Poll)

e. Prevalensi Penduduk Nilad N/A N/A MNfA 5.21
dengan Kerawanar

Sedang atau Berat (Food
Insecurity Experience

Scale/FIES)
2. Meninglkatnya kualitas, luantitas dan alksesibilitas sumber daya air untulk kebutuhan
masyarakat dan perekonomiarn
a. Luas tutupan hutan Juta helctare N/A N/sA MN/A B85

dengan indeks jasa
eltosistem tinggi

b. Kapasitas tampungan air Miliar m3 11.62 11.36 12,37 12,71

c. Koefisien limpasan Nilai N/A N/A N/A 0,4
3. Terpenuhinya kebutuhan energi nasional

Pemenuhan Kebutuhan Energi MTOE 162.5 171.5 181.5 192

Nasional

4. Meningkatnya kualitas linglungan hidup
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Sasaran/Indikator Satuan 20179 20189 20197

a. Indeks Kualitas Nilai 66,46 65,14* 66,5 - 73.00 -
Lingllungan Hidup (IKLH) 68,5% | T4,50%*
b. Luas kawasan konservasi Juta ha 19,14 20,80 21,50 22,27
perairan
5. | Menurunkan Indeks Resiko Bencana Indonesia
Indeks Resiko Bencana Nilai 150,6 148,8 146,3 146,3
Indonesia

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, maka
perlu dilaksanakan Program Prioritas (PP) untuk mencapai sasaran PN Ketahanan
Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup. Program Prioritas dalam PN Ketahanan
Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup antara lain: (1) Peningkatan Ketersediaan
Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan; (2) Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan
Aksesibilitas Air; (3) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan mengutamakan
Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT); (4) Peningkatan Kualitas
Lingkungan; serta (5) Penguatan Ketahanan Bencana.

Gambar 7. Kerangka PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup

@ PRIORITAS NASIONAL

@ PROGRAM PRIORITAS

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
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1) Program Prioritas Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas
Konsumsi Pangan
Sasaran dan indikator PP Peningkatan Ketersediaan, Akses dan
Kualitas Konsumsi Pangan terdapat pada tabel berikut.

Tabel 39. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Ketersediaan, Akses dan
Kualitas Konsumsi Pangan

No. Sasaran/Indikator Satuan 2017 2018+ 2019= 2020

1.  Meningkatnya produksi pangan

a. Persentase Pertumbuhan Persen 5.4 2 4 2.4
produksi padi

b. Persentase Pertumbuhan Persen 22,5 4.2 3 3.9
produksi jagung

c. Persentase Pertumbuhan Persen N/A 16,3 37.8 3.6
produksi daging

d. Persentase Pertumbuhan Persen 14,39 6,31 6.20 6,20 -
produlksi ikan 6,70

e. Persentase Pertumbuhan Persen 670,8 145,1 4,8 5,0-10,0
produksi garam

2. Meninglkatnya kualitas konsumsi pangan

a. Persentase Persen N/A N/A N/A 5,7
Pertumbuhan
Konsumsi Umbi-
umbian

b. Persentase Pertumbuhan Persen 10,3 -2,3 5.5 5,2
Konsumsi Daging

c. Persentase Pertumbuhan Persen 7. 74 7,08 7.50 7.0-8,0
konsumsi ikan

d. Penurunan Kasus Pangan Kasus N/A N/A N/A 10
Segar Nasional yang
Membahayalan

Kesehatan Manusia

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
dilaksanakan melalui 6 (enam) Kegiatan Prioritas (KP), seperti digambarkan
pada Gambar 4.44, yaitu meliputi: (1) Peningkatan Kualitas Konsumsi,
Keamanan, Fortifikasi, dan Biofortifikasi Pangan; (2) Peningkatan
Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian; (3) Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Perikanan dan Produk Laut; (4) Peningkatan Produktivitas dan
Kesejahteraan Sumberdaya Manusia Pertanian; (5) Peningkatan Produktivitas
dan Keberlanjutan Sumberdaya Pertanian; serta (6) Tata Kelola Sistem
Pangan Nasional. Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan
Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan ditunjukkan sebagaimana

pada tabel berikut.
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Tabel 40. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Ketersediaan,
Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan

Kegiatan Sasaran/
Prioritas Indikator
1. Peningkatan Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan
Kualitas

Konsumsi,

Keamanan,

Fortifikasi, dan

Biofortifikasi

Pangan

Target Satuan Lokasi .

- Pelaksana

a. Jumlah 7.1 Kg/Kapita/ 34 Provinsi Kementan
konsumsi Tahun
daging

|
i

& Jurmpish ks 10 Elasuas 24 Provinsl | Kemenssn

& Jursish £l Juss tom 15 Frovinsi | Eementan

b Jureish 34 Juss toa 15 Frovinsl | Eemenimn

. Jursish 2.9 Juss toa 10 Frovinsl | Eementmn

d Jurplah 3.5 JUIE tom S0 Lokoasi HKamentan

&, Jurplah 1.5 JUIE tom 47 Lokoasi HKamentan

f Jumpish 238 Juss toa & FProvinsl | Kemenmmn

Laporan Penyelenggaran Dana APBN Tahun Anggaran 2020 80



Laporan

;

J15,TE

(SN Kawcan
E'I:m;r.ng;:.
Nazwonal
Terena (ESHT]
vary marihiia
TRIECADLS TOmASL
pesizir dan laut

|

15 Lolasi | BEF

% Froving |« EXF

#® HIGr

s KEF
® HEG

loz.0

c. Parsentace 2.4
PetaTL yang
Korporas Patami

Pilad 24 Prowinsi | Kamentan
Juta Fupiah/ | 34 Frovinsl | Kementan
Tamaga Karja/

Tahum

Farcan 24 Frovinsl s Kamamtan

» Kamankop
¥ HTTLO



Laporan

Tata Kelola Sistam
Fangan Kacional

(anmgan ingacl

a. Fiood Clobal

b. Fersalidce

1B

10

Parsan

15 Provinsi

» Kamaritan
L%

¥ HoTmamitam
¥ BILHE
& HPOML

» Hommandag

¢ HULOG
¢ Eamorian
¢ Eamondsg



Eegiatamn Cxcaramn = El'L
o - il Target Satman Lokns Pelalroars
Jamlat » Elarmonin
cadangan barac ParlmmsnrErian,
= HPS
. Jurmisi 3 Pubhiles = 7 B4 FProwvinsl HFS
- Laporam
P Seamiazic
DeraATian yang
dicrppurTaloan
A, Tingloat infim= 13 PRrsan L Fmwinsl |« =HES
bahan makanan " HI
+ Harmondsg
& Harmontan
& HITLCsT
. ‘Tinglet aso ¥g/Eapitaf 5 Kota » Eermensam
: pemborosan Tanum * Hemmires
Fomgan # EoImenpar
s BN
f Timgloat cusut o0 Farsan 15 Frovinel | = Homantan
mm L] :B:n.mn.uda.a_
Ll
TarEan Eamanparin
= HFES

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

2) Program Prioritas Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan

Aksesibilitas Air dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 41. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan

Aksesibilitas Air

No. Sasaran/Indikator Satuan 20179 20189 2019~ 2020™
1.  Tertatanya hutan dengan indels jasa ekosistem tinggi
a. Luas kawasan hutan dengan indeks Juta N/A N/A N/A 65
jasa ekosistem tinggi heltare
b. Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit 99 170 200 352
(KPH) yang dibangun
2  Menurunnya luas lahan kritis
Luas lahan krits yang direhabilitasi Ribu | 2009« | 187,8+ | 2061 56
hektare
3. | Terbangunnya rencana indikasi program berbasis DAS
Jumlah DAS yang dibangun rencana DAS N/A N/A N/A 34
indikasi program berbasis DAS
4 | Terbangunnya waduk multipuna
Jumlah waduk multiguna yang Unit 34 38 36 41
dibangun Waduk
5 | Terkelolanya sistem irigasi secara modern
Jumlah Daerah Irigasi yang dikelola Daerah = N/A N/A N/A 7
secara modern Irigasi
Sumber: a) LKj KLHK, 2018, b) RKP 2019.
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Laporan

PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air dilaksanakan

melalui 6 (enam) Kegiatan Prioritas (KP), seperti digambarkan pada Gambar

4.47, yaitu: (1) Penataan Kawasan Hutan (2) Pemeliharaan, Pemulihan, dan

Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya; (3) Optimalisasi Pemanfaatan

Waduk Multiguna; (4) Pengelolaan Air Terpadu Berbasis Pemanfaatan

Teknologi (Smart Water Management); (5) Modernisasi Pengelolaan Air Irigasi;

serta (6) Citarum Harum.

Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas

dan Aksesibilitas Air adalah sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 42. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas

Kegiatan
Prioritas

1. Penataan
Kawasan Hutan

No.

Sasaran fIndikator

dan Aksesibilitas Air

Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana

Tercapainya penataan kawasan hutan sesuai daya dulung daya tampung

a.

Luas kawasan
hutan dengan
indeks jasa
ekosistem tinggi

65 Juta

hektare

34
Provinsi

KLHK

745

Tercapsdnys pandiharasn dan permaiiben mamber adr damn ekoosisharnro

A Juarmlah unst

Ernserves ek
dan air (TAl
ST cipdl Selire
Fang ibangrr
Laam= turbapesr
Fuotam dase e
melalu koncervasi
maTah dar mTr
FETTA| soacmrm

v yang
T Tkt

S DDy

a Fornlan volayeEn =4

Tilayrah
uangad

2 Frovinsi | Kaman FUFR
vang directorasi

Trazumna a8 Prowinsi | Kaman FLIFR

11
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Kegiatan

No. Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana

Prioritas
¢. Panjang sungai 1,3125 Km Sepanjang | Kemen PUPR
yvang direstorasi Sungai | (BBWS Citarum)
dan dipelihara Citarum
d. Jumlah Check 2 Unit Sepanjang | Kemen PUPR
Dam vang Sungai | (BBWS Citarum)
dibangun Citarum

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

3) Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan
Peningkatan EBT
Sasaran dan indikator PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan
Mengutamakan Peningkatan EBT dilihat pada tabel berikut.

Tabel 43. Sasaran dan Indikator PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan
Mengutamakan Peningkatan EBT

No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018% 2019%) 2020%*)
1 | Meningkatnya Porsi Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional
Persentase Porsi Energi Baru dan Persen 6,28 7,68 12,4 134

Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional
2 | Meningkatnya alcses dan pasokan tenaga listrik yang merata, handal dan efisien

Konsumsi Listrik per Kapita kWh 1.012 1.064 1.200 1.310
3 | Meningkatkan Efisiensi Energi
Intensitas Energi Primer /Intensitas Energi SBM/ 434 428.6 424 421
Final (SBM/Miliar Rupiah) Miliar /2267
Rupiah

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan
EBT dilaksanakan melalui 5 (lima) Kegiatan Prioritas (KP), yaitu: (1) Akselerasi
Pembangunan Energi Terbarukan; (2) Peningkatan Pasokan dan Akses Listrik;
(3) Peningkatan Produksi dan Akses Minyak dan Gas; serta (4) Peningkatan
Implementasi Efisiensi Energi; (5) Pengembangan Industri Pendukung EBT.

Sasaran masing-masing KP dari PP Pemenuhan Kebutuhan Energi
dengan Mengutamakan Peningkatan EBT adalah sebagaimana pada tabel
berikut.
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Tabel 44. Sasaran dan Indikator KP dari PP Pemenuhan Kebutuhan Energi
dengan Mengutamakan Peningkatan EBT

Eo.  Ergiatan Promntss Sasaran {Indilexinr Target Sxiuan Lokasi Iak
1. | Alsalarac Maningloyion pambangunan pambengldt ET
Fambangunan Energl
Tarbanilemn
2 Fembangunan FLT 10544 W Tarsebar 41 |« Egmen
EHT (Bumela] Salumah ESDM
INACTREES | pogan
Tizaha
a Jumiah produkes 10 Jum Bl | Tersebardi |« Egmen
bahan bakar nahad Salumuh ESDM
INAONASIA |y padan
Trzha
b. Famanfaasan HHN a0 Parman Tarsabar 4 | # Eamen
Jaris Hipdigoal Sglumih ESDM
tarhadap BEM Jends IndOmesid | g Padar
Mzl saar Usaha
2. | Peninglmvoan Pacoln | Memperiuss penyedinan infractruliur dan pamanfaamn tenags sk yang e
dan Akegs Listrik
o Fasio elabfrifiieani 999 Parman Tarsebar i | » Egmen
b ESDAL
IndONSEA |y padan
Trzha
b.Jumtsh panjuslan 285,21 Tk Tarsebar 41 | « Egmen
tenaga lstrie Saluruh ESDM
hﬂ.ﬂ:ﬂ:ﬂ. # Hadam
Trzaha
C. Farsenizss susut 5.2 Farmn | Tarcebardi |« Kemen
jarmgan Salruh ESDM
Imdomesia * Hadam
Tz
dl. Domestic Mirfost 144 JumTon | Tercebardi | » Eemen
Obtigahion (DRI0] Sglumih ESDM
[ Indomasia
dan Almes Mimyal dan
Gac
& Jumiah produles TOT Fibu M/ | Tarsebardi | » Egmen
iyl e Har Salunn ESDM
Imdomesia ¥ Hadan
[--1aE
b Jumiah produied gas | 1.141 Fi Tarcebardi | # Bemen
i SHM/ Sglumih ESDM
Hari INOTEE | Hadan
Trzha
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E/L
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c_Jumiah WE migas 1z Wilayah Tarsebar di | « Kgmen
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o Famyiang janingen 15 30E,95 B Tarcebardi |+ Eemen
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distribarc gres b Indomesis | g paden
{loarmalasd] Usaha
= : . . pr— .
e Friarei L) ! &
Enarg
Funingiotan a2 Peralatan | Tarsebardi | « Egmen
tmplamantaci SEEM Sglurul ESDAM
(tarmbanan) IndoTssia
5 | Imchastr Penduloumg infrastnilchur EBT
EHT
& TEDN FLT Fanas bet Farsan Tarsebardi | » Eamen
B Saluruh ESDA
[sdomsesra » Hadan
T=aha
b. TEDN FLTS 40 Farsan Tarbezardi | » Eamen
m ESDAL
Imdomesra + Hagdan
Ti=aha
. TEDN FLT Hidro il Farsan Tarsebardi | » Eamen
[Sampai dengam 10 5I1u:l'l.ﬂ:| ESDAL
L] IDAOTREil | patam
Thsahia

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

4) Program Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran dan indikator PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 45. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

No. Sasaran/Indikator Satuan 2017%) 2018%  2019%) 2020%*%)
1. Meningkatnya kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan
a. Indeks kualitas air Nilai 58,68 51,01 55 73
b. Indeks kualitas udara Nilai 87,03~ 84,76~ 84 84
¢ Indeks kualitas tutupan Nilai 56,38+ 61,030 | 62 62.5
an
d. Indeks kualitas air laut Nilai N/A N/A N/A 59.5

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilaksanakan melalui

4 (empat) Kegiatan

Prioritas, yaitu: (1) Pencegahan Pencemaran dan

Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (2) Penanggulangan

Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (3)

Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup; serta (4) Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Bidang SDA

dan Lingkungan Hidup. Sasaran masing-masing KP dari PP Prioritas

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup seperti pada tabel berikut.

Tabel 46. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Kualitas

No. Kegiatan Prioritas

1. Pencegahan
Pencemaran dan
Kerusakan Sumber
Daya Alam dan
Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Sasaran/ t . K/L
Indikator Target S LOKSSE Pelaksana

Menurunnya potensi kejadian pencemaran dan kerusakan sumber daya alam
dan linglkungan hidup

a. Persentase penurunan 10 Persen Pusat dan | KLHK
luas hutan/lahan yang provinsi
terbakar rawan
kebalkaran
hutan dan
lahan
b. Jumlah pelayanan 34 Provinsi 34 BMKG
prediksi dan peringatan Provinsi
dini cuaca dengan
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Funcomaran dan

Cena Alarm dan
Lingknangan Hidup

dan Eerucakan Sumber
Cenma Alare dan
Linglningan Hiduap

Scaiing Up Weather

Copaaty I

. Juzplah pemamtmian a4 Frovinsi a4 ® BOLHEC
loxalitzs udara untalk Frovinsl | » Pamda
loaalites udara

d. Jurplah tercediarmm 71 Lokeasi a4 » ELHE
informasi dat koalites Froving | o pormds

1wt umiale ey
LTI SStem
penceImaTAn dan
kerusakan Hngkoangan

Maninglatmys respons cepat dalam mengurang Intensitas pencamnaran dan
losrusalkan sumber daya alam dam Engloangan hidup

b Jumiai kol St v aa Eabruraian =4 KLHKE

tmbun

. Jhumiah sarepaln FarE 20,000 Ton Pusat # KLHE
ariamgamns o T /ECECS s KEF
dectinas wisats
prioritec pecicr dan

Lmas sebacar 65,000
tom dalarm 5 b

4 Jumiah Sasiidtas z Uit S Prowvinsi | KLHE
pangolihan Hmbah B3
dan mediz

&, Jumiah fasiidtac = Uit S Provinci | HLHE

pangolahan mas nan
markum df FESK vang
Maninglkamya upays paerulihan pancemaran dan kerusalan sumber daya

a Luac chmorxiom 00,000 Ha T Frovincl | KLHE
ATt VAT (Badam
terinordinasi dam Factorasi
dhifmeiti s restoraAst Gamnlbnt)
gammbaas

b. Loas lahan bhalicss V.20 Ha 4 Prowvinisl | KLHE
tambang ralkyat vang
Emcilitmei
parmulinanmys
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Halambagaan dan

Alamn dam Linglomgan

Spasias Tarancaom
Punah

T, D00 Ha 3 Loim=t | KEF
16 Lok & provinsl | KEF
a8 Laokes=i T Provinzi | EEEF
2 Farsen Pusat ELHE

pangelolasn sumbar dagm alam dan lingloomgsm hidap

kazus campat FX1
uniuk penebangam lar,
kstaloaran nian dan
lahan parshindupan
dan peredaran el
TSL

C. Jumlah pandafiaran
lln;gh.l.'l:_\ga.n.md.up
malahyl pargadilan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

&5 Farzen a4 KLHK
-

130 Emouac a4 KLHK
.

17 Crogatan a4 KLHK
-

5) Program Prioritas Penguatan Ketahanan Bencana

Sasaran dan indikator PP Penguatan Ketahanan Bencana dapat dilihat

pada tabel berikut.

Tabel 47. Sasaran dan Indikator PP Penguatan Ketahanan Bencana

No. Sasaran/Indikator

Satuan 2017% 2018%)

1.  Terwujudnya pembangunan berketahanan bencana

Indeks Ketahanan Bencana Daerah

Nilai

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

2019%) 2020%*)
0,44 0,47 0,5 0,52
Kenaikan

rata-rata 5%

PP Penguatan Ketahanan Bencana dilaksanakan melalui 4 (empat)

Kegiatan Prioritas (KP), yaitu: (1) Penguatan Kesiapsiagaan Menghadapi
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Bencana; (2) Penguatan Peringatan Dini Bencana; (3) Penguatan Manajemen
Kedaruratan; serta (4) Percepatan Pemulihan Pascabencana. Sasaran
masing-masing KP dari PP Penguatan Ketahanan Bencana adalah
sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 48. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Ketahanan Bencana

No. Kegiatan Prioritas Sasaran/ Indikator Target Saiman  Lokasi K/L Pelaksana
1.  Penguatan Kesiapsiagaan Meningkatnya kesiapsiagaan bencana

Menghadapi Bencana
Indeks 10 Persen 34 + BNPB
Kesiapsiagaan Provinsi  « Kemendagri
Daerah « Kemen PPPA
+ Kemenkeu
+ Kemensos

+ Kemen ATR/BPN
2. | Penguatan Peringatan Terwujudnya sistem peringatan dini bencana terpadu
Dini Bencana

Jumlah Sistem 1 Sistemn Pusat « BMKG
Peringatan Dini + Kemen ESDM
Terpadu « LAPAN
3.  Peningkatan Manajemen @ Meningkatnya kecepatan respon penanganan darurat bencana
Kedaruratan
Persentase waktu 100 Persen 34 + BNPB
respon kejadian Provinsi |« Kemenkes
bencana kurang dari
24 jam
4,  Percepatan Pemulihan Terwujudnya percepatan pemulihan pascabencana menjadi lebih baik, lebih
Pascabencana aman dan sesuai dengan pembangunan berkelanjutan
Indeks Pemulihan 5 Persen 34 + BNPB
Pascabencana Provinsi |« KUKM

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

e) Prioritas Nasional Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

PN Stabilitas Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan untuk memastikan
terjaganya keutuhan wilayah dan rasa aman di masyarakat, meningkatnya pelayanan
dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI)
di luar negeri dan terwujudnya penegakan hukum dan sistem anti korupsi yang
optimal, menurunnya penyalahgunaan narkotika, serta meningkatkan keamanan
siber. Permasalahan utama yang akan dihadapi pada tahun 2020 adalah: (1)
dinamika lingkungan yang dapat mengganggu kedaulatan bangsa dan negara, seperti
aksi terorisme dan separatisme; (2) adanya potensi ancaman terhadap kedaulatan
Indonesia dan WNI di luar negeri; (3) belum optimalnya pemanfaatan kerjasama

pembangunan internasional; (4) belum efektifnya sistem peradilan dan maraknya
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praktik korupsi di berbagai bidang; (5) maraknya peredaran gelap dan
penyalahgunaan narkotika; serta (6) gangguan keamanan siber.
Sasaran dan indikator Prioritas Nasional ini adalah sebagaimana tercantum

pada tabel berikut.

Tabel 49. Sasaran dan Indikator PN Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
No. Sasaran/Indikator Satman 2017 20180 2019  2020™
1. | Terjaganya keutuhan wilayah dan rasa aman di masyarakat

a. Indeks Kekuatan Militer Nilai 0332 033 | 028 | 025
b. Crime Rate Orang/100.000 | 129% 129+ 120 | 128v
penduduk

2 | Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri

Indeks pelayanan dan Nilai 90.50< 92,46 84.23 | 84.239
perlindungan WNI/BHI

3. | Terwujudnya sistem hulum nasional yang mantap

Indelcs Pembangunan Hulkum Nilai 0,60 0,61 0,63 0,65

Sumber: a) Global Firepower 2018 (diolah); b) Statistik Kriminal 2018; ¢) Kementerian Luar Negeri

Memperhatikan hal tersebut, PN Stabilitas Keamanan Nasional didukung oleh
5 (lima) PP, yaitu: (1) Penguatan Kemampuan Pertahanan; (2) Peningkatan Diplomasi
Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional; (3) Penguatan Sistem Peradilan
dan Upaya Anti Korupsi; (4) Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan
Siber, dan Penguatan Keamanan Laut; serta (5) Penanggulangan Narkotika dan

Penguatan Kamtibmas.
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Gambar 8. Kerangka PN Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

ey PRIORITAS NASIONAL
'@ PROGRAM PRIORITAS

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

1) Program Prioritas Penguatan Kemampuan Pertahanan
Sasaran dan indikator PP Penguatan Kemampuan Pertahanan terdapat

pada tabel berikut.

Tabel 50. Sasaran dan Indikator PP Stabilitas Keamanan Nasional
No Sasaran/Indikator Satuan 20179 20181 2019 20207
1. | Terpenuhinya kelkuatan pokok minimum

Persentase Pememuhan Minimum Essential Force Persen | 52,3% 604+ 689 72
(MEF)

2. Meningkatnya kontribusi industri pertahanan terhadap pemenuhan alutsista pertahanan

Persentase Kontribusi Industri Pertahanan Persen = 469 | 359% @ 43,6 250

Sumber: a) Kemenhan dan Bappenas (diolah), 2019

PP Penguatan Kemampuan Pertahanan diwujudkan melalui 3 (tiga) KP
yaitu: (1) Peningkatan Kekuatan Pertahanan; (2) Penguatan Kemandirian
Pertahanan; (3) Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertahanan dan

Laporan Penyelenggaran Dana APBN Tahun Anggaran 2020 96




Keamanan di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar. Sasaran masing-masing

KP dari PP Penguatan Kemampuan Pertahanan seperti tabel berikut.

Tabel 51. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Kemampuan

Pertahanan
No. llf:g:?; Sasaran/Indikator Target Satuan  Lokasi PCK*' . .
1 | Peningkatan Meningkatnya kuantitas dan kualitas alutsista
Kekuatan
Pertahanan
a.Jenis Alutsista yang diadakan 12 Jenis Pusat Kemenhan
b.Jenis Alutsista yang dipelihara 7 Jenis Pusat Kemenhan
dan dirawat
c.Jenis sarana-prasarana 10 Jenis Pusat Kemenhan
pertahanan yang dibangun
2 Penguatan Meningkatnya kemandirian industri pertahanan
Kemandirian
Pertahanan
a. Jumlah teknologi pertahanan . Peket | Pusat | Kemenhan
industri pertahanan yang diteliti
dan dikembangkan
b. Jumlah Alutsista industri 1 Paket Pusat Kemenhan
pertahanan yang diproduksi
3. Penguatan Meningkatnya pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terluar
Kapasitas
Kelembagaan
Pertahanan dan
Keamanan di
Perbatasan dan
Pulau Terluar
a. Panjang Jalur Inspeksi Patroli 200 Km Kalimantan  Kemenhan
Perbatasan (JIPP) yang dibangun
b. Jumlah pos pengamanan 9 Bangunan |NTT, Papua Kemenhan
perbatasan (Pamtas) yang
dibangun
c. Jumlah Pos TNI AL (Posal) yang 16 Bangunan Papua | Kemenhan
dibangun
d. Jumlah Pos Lintas Batas Negara 11 Bangunan |Di 11 lokpri Kemen PUPR
(PLBN) yang dibangun
e. Panjang pilar batas wilayah negara =0 Km Kabéma;nttan BNPP
yang difasilitasi
f. Jumlah Pilar Titik Referensi Batas 20 Pilar Pusat | BNFP
Negara Wilayah Laut dan Udara
yang diidentifilcasi/diinven-tarisasi
g. Jumlah aparatur pemerintah di 300 Orang Pusat BNPP
kawasan perbatasan yang dilatih
h. Jumlah masyarakat desa terdepan 150 Orang Pusat BNPP
perbatasan negara sebagai bagian
sistem hankam yang difasilitasi
pemberdayaan
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
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2) Program Prioritas Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama
Pembangunan Internasional
Sasaran dan indikator PP Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama
Pembangunan Internasional terdapat pada tabel berikut.

Tabel 52. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Diplomasi Politik dan
Kerjasama Pembangunan Internasional

No. Sasaran/Indikator Satuan 2017 20189 2019% 2020
1. Meningkatnya peran serta terjaganya kedaulatan wilayah Indonesia
a. Persentase Kepemimpinan Perzen 94,55 120,37 Q5 95,67

Indonesia pada forum
multilateral dan regional

b. Persentase Kemajuan Persen 100 08,11 100 100™

perundingan perbatasan
2. Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri

a. Persentase Penyelesaian Nilai 80.62~ T7.38 78.39 | 78.39™
Kasus WNI dan BHI di luar
negeri

b. Persentase Sistem Nilai 118.66% | 123.34% 100 1007
Kelembagaan Perlindungan
WNI dan BHI di luar negeri

c. Persentase Diplomasi Nilai 95.764 116.62% 88.5 88.5"™

Perlindungan WNI dan BHI
di luar negeri

3. Menguatnya pelaksanaan kerjasama pembangunan internasional
Jumlah Program/Kegiatan Program/ 59 69 T6e a6r
Kerjasama Selatan-Selatan Kegiatan
dan Triangular

Sumber: a) Kementerian Luar Negeri; b) Kementerian PPN/Bappenas;

PP Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan
Internasional diwujudkan melalui 3 (tiga) KP yaitu: (1) Penguatan Diplomasi
Politik-Keamanan dan Perbatasan; (2) Penguatan Perlindungan WNI di Luar
Negeri; serta (3) Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional. Adapun
rincian sasaran masing-masing KP dari PP Penguatan Diplomasi Politik dan
Kerjasama Pembangunan Internasional sebagaimana terdapat pada tabel

berikut ini.

Laporan Penyelenggaran Dana APBN Tahun Anggaran 2020 98



Tabel 53. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Diplomasi Politik
dan Kerjasama Pembangunan Internasional

Kegiatan
Prioritas
Penguatan Meningkatnya peran serta terjaganya kedaulatan wilayah Indonesia
Diplomasi
Politik-
Keamanan dan
Perbatasan

K/L

Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi Pelal

a. Jumlah Doltumen Hasil Perundingan 8 Dokumen Pusat Kemenlu
Batas Laut INA dengan Prioritas PLW,
VNM, dan MLY, Pelaksanaan
Konsultasi dalam rangka Persiapan
Proses Realignment FIR dengan SIN
dan MLY, Verifikasi Updating Batas
Maritim RI dgn Negara Tetangga dalam
rangka mendulung kebijakan 1 peta
b. Jumlah tanda batas negara 120 Pilar Kaltara, BIG
NTT (2),
Seluruh
Indonesia
c. Jumlah peta batas negara 32 NLP RI-MLY, |BIG
RI-RDTL,
RI-PNG
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d. Jumlah Kezepakatan Telkmnis & Kesepakatan | RI-EDTL,
Perundingan Batas Laut Tekmnis RI-MLY
(2,
FI-PLW,
FI-VHNM,
RI-3IN
e Jumlah Kecepakatan Teknis 3 Eesepakatan | FI-MLY,
Perundingan Batas Darat Tekmniz RI-RDTL,
RI-FNG
f. Jumlah Kesepakatan Perundingsn 5 Kezsepakatan Pusat
Batas dan Kerjasama Wilayah Negara
g. Peringkat jumlah pasukan perdamaian 10 Peringlat Pusat
[PEO| yang dikirim Pemerintah besar
Indonesia
h. Indeks Kepemimpinan dan pengaruh a5 Nilai Pusat
Indonesia dalam Foram Multilateral Perwalkilan
2. | Penguatan Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri
Perlindungan
WHI di laar
negeri
a. Persentase Kasus Khusus yang 759 Perzen Pusat
dizelezaikan Perwakilan
b. Perzentase Kasus Umum yang &3 Parzen Pusat
dizelesaikan Perwakilan
c. Persentase Inteprasi Sistem Pendataan 100 Perzen Pusat
WHI di luar negeri Perwalilan
d. Persentase Produk Hulum dan 100 Perzen Pusat
Panduan Teknis Bidang luar negeri Perwalrilan

vang diteraplkan

e. Persentase Pejabat/Staf vang Memilikd 100 Perzen Pusat
Sertifikat Pelatihan terkait Penanganan Perwalrilan
Perlindungan WNI dan BHI di luar
negeri

f. Persentase implementasi aplikasi portal 100 Perzen Pusat
Pelayanan dan perlindungan oleh Perwakilan
Perwalkdlan BI di Luar Negerl

2. Perzentase rekomendasi Kemenla yang a7 Parzen Pusat
diterima dalam isu perlindungsn WHI- Perwalrilan

BHI pada forum perundingan

h. Persentase rekomendasi Kemenlu vang 89 Persen Pusat
diterima dalam kebijakan atau regulasi Perwakilan
nasional terkait perlindungan WNI-BHI

i. Persentase responden yang 89 Persen Pusat
memberikan umpan balik positif atas Perwalkilan
Public Awareness Campaign
perlindungan WNI

j. Persentase respon positif pemberdayaan 89 Persen Pusat
kelompok masyaralkat dalam kerangka Perwakilan
perlindungan WNI di luar negeri

k. Jumlah atase yang memberi 13 Atase Perwalkilan
perlindungan pekerja migran Ketenaga-

kerjaan

BIG

BIG

Kemendagri

Kemenlu

Kemenlu

Eemenlu

Kemenlu

Eemenlu

Kemenlu

Eemenlu

Eemenlu

Kemenlu

Kemenlu

Kemenlu

Kemenlu

¢ Kemnaker
« BNP2TKI

Laporan Penyelenggaran Dana APBN Tahun Anggaran 2020

100



Penguatan Menguatnya pelaksanaan kerjasama pembangunan internasional

3 Kerjasama
| Pembangunan
Internasional

a. Jumlah layanan Kerjasama 1 Layanan Pusat KKP
Internasional

b. Jumlah Bahan Kebijakan Koordinasi 10 Dolumen Pusat Kemenko
Hulkum dan Perjanjian Maritim yang Maritim
Diselesaikan

c. Knowledge sharing Kerja Sama Selatan- 1 Laporan Pusat KemenPPN
Selatan dan Triangular Bidang /Bappenas

Infrastruktur

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

3) Program Prioritas Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
Sasaran dan indikator PP Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti
Korupsi terdapat pada tabel berikut.

Tabel 54. Sasaran dan Indikator PP Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya
Anti Korupsi

No. Sasaran/Indikator Satuan 2017™ 20181 2019* 2020

1. Terwujudnya sistemn hukum nasional yang mantap
a. Indeks Pembangunan Hultum Nilai 0,60 0,61 0,63 0,65

b. Indeks Perilaku Anti Korupsi Nilai 3,71 3,66 4 4

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

PP Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi diwujudkan
melalui lima KP, yaitu: (1) Penataan Regulasi; (2) Perbaikan Peradilan Perdata
untuk Kemudahan Berusaha; (3) Perbaikan Peradilan Pidana dengan
Pendekatan Keadilan Restoratif; (4) Penguatan Upaya Anti Korupsi; serta (5)
Penataan Biaya Politik. Adapun rincian sasaran masing-masing KP dari PP
Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi sebagaimana terdapat
pada tabel berikut.

Tabel 55. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Sistem Peradilan dan
Upaya Anti Korupsi
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§o Lomatam Sasaran/Indikator Target Satuxn  Lokasi K/L Pelaksama

{ Jumilah Harmorisasi 10 Fakomsndast

i

I | Parbadkan | Tervujudnya paradilan pardata yang mendukung kemodahan berosahs
Faradilan

Kamankumham

Eamankamham

Kamankumham

Falumpuan

Kamankumham

Eamankamham

Eamankamham

Eamankamham

Kamankumham

Kamankumham
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Laporan

Sasaran /Indilfor Target Satuan Lol E/L Pelak=ama

a Jumlan Eajian Evaluadg dan 1 Laporan Pusat | MA
Urgend Panguatan
Ealarrbagaan Jurisis

b Jumlan Fengambangan 1 Sistem Pusat | MA

Hizgasi

A Jumlah Petunjul Telmis 1 Julkmis Fusat | Kajagung
Fenanganan Farkara dangan
Pendaoen Keaditan

b. Himfek Penundut Thoum 1 Laporan Pusat | Kajagung
cabegal Facilitator dalam
Penanganan Farkars dangan

€. Jumplah Peserts Dikiat 320 Crang Pusat | Kamanloreham
berbasic Kompetans di

. palanggaran HAM yang Hamramgan



Laporan

{

115

&5

111.582

&.583

£l

11.273

123236

4.151

Jam layanan

Parkamn

.E

polivaicam
Pusat | KY
Fusat | MA
Fusat | MA
Fusat | MA
Fusat | MA
Fusat | MA
Fusat | MA
Fusat | MA
Fusat | MA



Laporan

o Jumlah Wikaymh Fona

Integritas (1) dan WHE dan
WHHM

. Jumlan Laporan Survey

Indales Kapuacan
Masyaraio:

Jumlan Pangembangan 21
Wilayah IV

Jumilah parbangunan Zoma
Integritas

Jummlah Safar yang
Didamping Pambangunan
Zona Integritas Menaju
Wilayah Bobas Korupsd
[WHE dan Wilayan
Malayari WHHM)

Pedoeman Tunaimn Parkears
Tirdak Fidana Koraps

Target Satuam Lokesi E/L Pelaksamn
£.640 JEm Pucat | BMA
Layanan
1 Falomandac | Pusat | Komnas
Parumpuan
5E39 Crang Pucat | Kamaniooreberm
758 Baglatan Pucat | Eemarnioirehem
=5 Halozmpok Doasmah | Kamanloamrhemm
Masyarakat
[Foimmac|
&0 Sadimr Pucat | Kamaniooreberm
1 Laporan | Fusat | Eamenioomham
345 LHF Dagrah | Biahkemmsh
Agng
2 Laporan | Pusat | Mahiomah
.
g1 Sazimr Fusat | Kajalksazm
g1 Baglatan Pusat | Egaksasn
4 Amgliovtam Pusat | Egaksasn
0 Laporan t | Eaaksasm
1 Laporan t | KFE
2 Laporan | Fusat | BFK



Laporan

4

Sacxran ' Indilextor

Mazipnal Fencegrhan

k. Jumlsh UEFH. yang
Mamcapai hatunitas
flawal 2

L Jumilsh Incond Fenerinih
yang Merarima
Ars=ip Terjags dan AToip Acst

m. Jumilah Uit Karja yang
Crigvaluag unfulke
Mandapatioan
WHEWEHM

0 Jumilsh Incond Fenerinmh
dan Digvaluss
Implaman s Sictem
Alntabilitas Kinerja
Instanc Pemanmiah (SARIF)

o Jumlan Insans Fameriniah
Integritas ASH

p. Jumilsh Insond Femerintah

:.m.ugl:u.nm PTM
Fn:i]am

g Jumilsh Fekomendas ams

Pamanninkh

ElE lonrmne=i
Parmarinink

100 lazinnsl

Pamancinkh

120 lnrinmel

Pamanninkh

1500 Falcomandas

Palakzansan Seladcs JPT &
[nstansi Famerntah

r. Imiagraci Pemnoanasm, 1 Siztamm
Fanganggaran, Fangadasm Tannisgmas
Barang Jaca, Alninonilitas
Bimarja, serts Pemantausn
dan Evaluss

c. Jumiah Insians Prmerinish 72 Iorinnsi
jﬂﬁmfﬂrﬁp Pamarinink
Tarinfegrac

A Jumish Pembaniukan Posat 15 Dmigrahi

Pandidiian Penganmcan
, cinmsif

b. Jumiah Fenegakan Kode

i

Puset
do=n

Dioamk

Target Satuan  Lolms EJVL Pelabeama

Eaman FANEE

Hamazn FANER

Eaman FANEE

Hammszin

Laporan, Fuca: | Hawasiu



Kegiatan
Prioritas

Sasaran /Indikator

. Jumlah Pengembangan

Pusat Pendidikan
Pengawasan Pemilu
Partizipatif Hacil Filofing

. Jumlah Bantuan Keuangan

kepada Partai Poliik

. Jumlah Pendidikan Pemilih

kepada Daerah Partisipasi
Fendah, Daerah Potensi
Pelangzaran Pemilu Tingsl,
Daerah Rawan
Konflik/Bencana

Percentase Program Siaran
Berindeks di atas 3

. Jumlah Provinsi dengan

Indeks Kemerdekaan Pers di
atas 70 (katepori baik)

. Perzentase sengketa

infomasi terdaftar yang
dizelezaikan

Perzentase terbentulmya
PPID di Provinsi dan
Kakupaten /Kota

Perzentase Pemahaman

Mazyarakat tentang
Keterbukaan Informasi

. Jumlah Penpuatan Polgja IDI

Target

19

126.376.418

34

24

90

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

4) Program Prioritas Penanggulangan Terorisme, Peningkatan

Siber, dan Penguatan Keamanan Laut

Satman

Dasrah

Lokasi KL Pelaksana

Diaerah

Suara Ssh Pusat

Satker

Perzen

Percen

Perzen

Perzen

Provinsi

Diaerah

Pusat

Pusat

Diaerah

Pusat

Pusat

Diaerah

Pusat

Diaerah

Diaerah

Bawaszha

Kemendagri

KFU

Kormisi
Penyiaran
Indonesia

Dewan Pers

Kormisi
Informasi Pusat

- Ditjen IKP

Kemkominfc

- Komisi

Informasi
Pusat

HKoraisi

Informasi Pusat

Kemendapgri

Keamanan

Sasaran dan Kerangka Program Prioritas Penanggulangan Terorisme,

Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut terdapat pada

tabel berikut.
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Tabel 56. Sasaran dan Indikator PP Penanggulangan Terorisme,
Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut

Sasaran/Indikator Satuan 2017 20184 2019%) 2020

Meningkatnya penanggulangan aksi terorisme dan keamanan serta ketertiban masyarakat
Skor Global Terrorism Index Nilai 4,54 4,54 4,544 4.3

2 Meningkatnya ketahanan dan keamanan siber

Skor Global Cybersecurity Index Nilai 0,42 0,78 0,80 0,83
Indonesia ®
3 Meningkatnya keamanan laut
a. Jumlah penyelesaian kasus Kasus N/A 98 103 108
tindak pidana di wilayah
perairan <)
b. Relay time informasid Menit N/A N/A N/A 60
c. Response time instansi kamla 4 Jam N/A N/A N/A 24

Sumber: a) GTI, 2019; b) International Telecommunication Union (ITU), 2018 (diolah); ¢) Polri, 2019;
d)Bakamla, 2019

PP Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan
Penguatan Keamanan Laut diwujudkan melalui 3 (tiga) KP vyaitu: (1)
Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme; (2) Penguatan Ketahanan dan
Keamanan Siber; dan (3) Penguatan Keamanan Laut. Adapun rincian sasaran
masing-masing KP dari PP Penanggulangan Terorisme, Peningkatan

Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut terdapat pada tabel berikut.

Tabel 57. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penanggulangan Terorisme,
Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut

Kepgiatan
Prioritas

K/L

- Pelaksana

8asaran/Indikator Target Satuan Lokasi

1 Pencegahan dan Meningkatnya upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme
Pemberantasan

Terorisme

a. Jumlah operasi intelijen 100 Laporan Pusat BIN
kontra terorisme cipta kondisi

dan Pengamanan PON Papua

b. Jumlah operasi intelijen 90 Laporan Pusat BIN
kontra separatisme cipta
kondisi dan Pengamanan PON
Papua
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§. Jumlah warnga masyarakai di 10.000 COrang Pusai Earparoos
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teroTicme
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Incident Response Tegm Ciacralh
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b, Jumlah operaciinmlien dbar aso Lapcran Fusa:  BIN
Sliang lonTy Ferpamanan
Eapamn PON Papua

. Jumlsh opsrasi intalijen shbar 300 Laporan Pusa: | BIM
Fangammaman Eagiatan FON
Fagua

d. Jumlsh ASH yang difngioiomn 100 Lalucan Pucat dan | BSSH
loapasrtvena dalaoe tadamig Draeraly
knamraran Sher

6. Jumlah ASH pada E1D yang 200 Lalucan Pucal dan | BSSN
Stny i ITEATTITR Ciagran
dalam mdang SPFHE
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Laporan Penyelenggaran Dana APBN Tahun Anggaran 2020 109



Laporan

j-

k. Jumilsh ates cakupen Mationa!

L

Jumilah bantian i

Security Openzion CoiEr
[Hs0C)
Jumlah ASH pada ELD yang
mendapa: dildar fimg cional

M Eagiaan ASEAN - Japan

Information Protection 2000

. Jumlsh kagiatan Tterac dan

0.

Infra=trukcar
Folitelrnic Siber dan Sandi

Jumlsh Panyelenggar Sictem
Elalerandk (P3E| yang

salctor eiconom digital, PGE
dan Sartifilost Digstal

0 Jumlah regalaci tarkit

. <Jumlsh

AT emen kriss samanan
cibgr masiomal

L tarioit tata
Temlols kamranan siber pada
calchor IEX (ISAC & VWIF

Jumlah Standar Eompatenc
bidang Keamanan Sibar
Jummlah dolomen Rencana

Sabagis Keamanan Siber
sgltor TR

Jumlah Standar Audit
Keamanan Siber Pamarintan

Latnrmicmamﬁhdm

100

100

|

|

|

|

l

j

|

|

:

:

|



Eegiatan = L
o Priogt Sasaran fIndileator Target Satmam Lokasi Pelak
X Jumiah penarapan ctandar 100 PEE Pucat dan | BSSH
alonoar digital Sicham
Elsicromilk)

E
;
|
;
i
E
:

Spesd Boct/Rigid Inflatabls =2
Boat; Rubber Hoat

& Jumlah parkars tindaic pedara 150 Enasus Pusat EKEF
kmlautan dan parikanan yang

dimchic seoars akointabal

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

5) Program Prioritas Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas
Sasaran dan indikator PP Penanggulangan Narkotika dan Penguatan
Kamtibmas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 58. Sasaran dan Indikator PP Penanggulangan Narkotika dan

Penguatan Kamtibmas
No Sasaran/Indikator Satuan 2017 20189 2019% 2020™

1  Menurunnya penyalahgunaan narkotika

Angka Prevalensi Penyalahgunaan Persen 2949 2,651 2,65 2,55
Narkotika

2 Menurunnya tingkat kejahatan
Clearance rate Persen 62,994 65,664 65,664 68

Sumber: a) BNN 2018, b) BNN 2019 (diolah), c¢) Statistik Kriminal 2018, d) Bareskrim Polri 2019

PP Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas diwujudkan
melalui 2 (dua) KP vyaitu: (1) pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi
penyalahgunaan narkotika; dan (2) peningkatan pemeliharaan keamanan dan
ketertiban. Adapun rincian sasaran masing-masing KP dari PP
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Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas sebagaimana terdapat

pada tabel berikut.

Tabel 59. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penanggulangan Narkotika dan
Penguatan Kamtibmas

Sasaran/Indikator
1 Pencegahan, Meningkatnya upaya pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika
Pemberantasan,
dan Rehabilitasi
Penyalahgunaan
Narkotika
a. Jumlah laporan kajian hulkum 1 Laporan Pusat BNN
sistem peradilan pidana
narkotika
b. Jumlah kawasan rawan [4] Kawasan Aceh Besar, BNN
kultivasi, produksi, Bireuen,
penyelundupan, peredaran Gayo Lues,
gelap, dan penyalahgunaan Sumut,
narkotika dan prelursor Sulsel,
narkotika yang diintervensi Kalsel
program Alternative
Development
c. Jumlah fasilitas layanan 10 Fasilitas Pusat BNN
rehabilitasi berbasis komponen
masyarakat yvang memenuhi
Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
d. Jumlah petugas agen 200 Orang Pusat BNN
(pendamping) pemulihan bagi
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penyalahsuna narkotika dan
prelursor narkotilks yang
ditingkatkan kapasitasnya
e. Jumlah desa yang memililci 173 Diesa
alokasi SNEFFATAT PIOSram
ketahanan keluarga dari dana
desa (Desa Bersih Narkoba)
f. Jumlah Laporan Kajian Decain 1 Laporan
Stratepl “Active Defense™ dalam
pencegahan peredaran gelap
narkotlca
. Jumlah Korban 20000 COrang

Penyalahsunaan Napsa yang
mendapatlkan Fehakilitasi dan

Perlindungsn Sosial

2 Peninglkatan Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat
Pemeliharaamn
HKeamanan dan
Hetertiban
Aa. Jumlah Command Cenfer yang 5 Lokasi
dibangun
. Jumlsh rumah susun yang ] Paket
dibansun
. Jumlah Pusng Pelayanan 3 Lokasi

Hhusus (RPE) yang dibanpun

d. Jumlah Perangkat Data Cenfer 42 Unit
yang dioptimalisasilcan

e. Jumlah Sistem Aplilcasi E-
Manajemen Penyidilcan yang
dibansun

Unit

=]
5]
=1

f. Jumlah SECK COnine yang 100 Unit
dibanzun

g. Jumlah dokumen Fencana 34 Dokumen
Aksi Penanganan konflik sosial

h. Jumlah warga masyarakat di 41.930 Crang
lokasi rawan bencana yang
mendapatkan pencegahan
komnflik sosial

i. Jumlah korkan bencana sosial =~ 120,000 Crang

yang mendapat pemenuhan
kebutuhan dasar

jo Jumlah aparatur pemerintah 200 Crang
daerah yang berkapasitacs
melakukan kewaspadaan dan
deteksi dini

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019

34 Provinsi

Pusat

Aceh,
Sumbar,
Lampung,
Sulbar, dan
Kaltara

Densus 88
AT, Sumut,
Jakar,
Jateng,
Halkar, dan
Sulszel
FPolda Bali,
Sumut,
Polrestabes

Surabaya
EBareskrim
Polri

Bareskrim
Polri

100 Polsek

Dasrah

BENN

ENN

Kemenszos

POLRI

POLRI

POLRI

Polri

Polri

Polri

Kemendapri

Ksmenszos

Kemensos

Eemendagri
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BAB Il

PELAKSANAAN APBN PADA
PEMERINTAH PROVINSI NTB DAN
KABUPATEN/KOTA SE-NTB
TAHUN 2020

Pada tahun 2020 dana APBN yang diberikan terdiri dari dana Dekonsentrasi
dan dana Tugas Pembantuan. Jumlah total dana APBN yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota baik dana Dekonsentrasi dan dana
Tugas Pembantuan untuk triwulan 1V sebesar 274.325.113.000 dan telah terealisasi
hingga per 31 Desember sebesar Rp. 265.169.865.032. atau 96,66% dengan
capaian fisiknya sebesar 96,72% dimana fokus kegiatan semua sudah selesai atau
sudah dalam pemanfaatan. Pagu dekonsentrasi untuk triwulan IV sebesar Rp.
95.879.543.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 93.890.804.182 atau 97,93%
dengan capaian fisiknya sebesar 99,09%. Dan pagu untuk tugas pembantuan
sebesar Rp. 178.445.570.000 dan telah terealisasi sebesar Rp 171.279.060.850 atau
95,98% dengan capaian fisiknya sebesar 94,35%. Dan ada 1 Satker yang belum
ada pagu dan realisasinya di Aplikasi E-Monev Bappenas yaitu Satker dengan Kode
418273 pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk
lebih jelasnya, berikut disampaikan capaian realisasi dana APBN Tahun 2020 untuk

Triwulan 1V dalam bentuk tabel.

Tabel 60. Capaian Realisasi APBN Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi
NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB

PAGU %
NO JENIS REALISASI
RASIONALISASI KEUANGAN | FISIK
APBN TOTAL 274.325.113.000 | 265.169.865.032 96,66 96,72
1 | Dekonsentrasi 95,879.543.000 93.890.804.182 97,93 99,09
2 | Tugas Pembantuan | 178.445.570.000 | 171.279.060.850 95,98 94,35
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PAGU %
NO JENIS REALISASI
RASIONALISASI KEUANGAN | FISIK
B | PROVINSI NTB 254.325.458.000 | 247.384.844.164 97,27 97,02
1 | Dekonsentrasi 95,879.543.000 | 93.890.804.182 97,93 99,09
2 | Tugas Pembantuan | 158.445.915.000 | 153.494.039.982 96,87 94,94
C KABUPATEN / 19.999.655.000 | 17.785.020.868 88,93 93,75
KOTA
1 | Dekonsentrasi j 3 -
19.999.655.000 | 17.785.020.868 93,75
2 | Tugas Pembantuan 88,93

Sumber: DJPB Provinsi NTB, 2020 (data diolah)

A. PELAKSANAAN APBN PADA PEMERINTAH PROVINSI NTB

Pelaksanaan APBN pada Pemerintah Provinsi NTB diselenggarakan melalui 2
kewenangan yaitu Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh 47
Satuan Kerja pada Triwulan IV ini. Pagu untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat
sebesar Rp. 254.325.458.000, dengan realisasi sebesar Rp. 247.384.844.164,- atau
97,27 % dengan capaian fisiknya sebesar 97,02%. Untuk Pagu Dekonsentrasi yang
diberikan pada triwulan IV sebesar Rp.95.879.543.000 yang dilaksanakan oleh 39
Satuan Kerja dengan realisasinya sebesar Rp. 93.890.804.182 atau sebesar 97,93 %
dengan capaian fisiknya sebesar 99,09%, sedangkan pagu Tugas Pembantuan
sebesar Rp. 158.445.915.000 yang dilaksanakan oleh 8 Satuan Kerja dengan
realisasinya sebesar Rp. 153.494.039.982 atau sebesar 96,87 % dengan capaian
fisiknya sebesar 94,94%. Untuk Satker pada Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pencapaian fisiknya melebihi dari target yang
ditetapkan yaitu sebesar 171,83%.

Penurunan pagu pada pelaksanaan APBN pada Pemerintah Provinsi NTB
akibat masih adanya revisi anggaran dan dan ada anggaran yang di Nol kan untuk
penanganan penanggulangan pandemic Covid-19. Untuk jelasnya capaian realisasi
APBN tahun 2020 pada Triwulan IV pada Pemerintah Provinsi NTB dapat dilihat
dalam bentuk Tabel dibawah ini.
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Tabel 61. Capaian Realisasi APBN Tahun 2020 Triwulan 1V pada Pemerintah
Provinsi NTB

NO

KODE

SATKER

NAMA SATKER

KEUANGAN

PAGU

REALISASI

%

FISIK
(%)

DINAS KESEHATAN

7,468,317,000

6,857,950,201

91.83

94,84

DK

230003

DINAS KESEHATAN
PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

992,990,000

902,766,231

90.91

100.00

DK

239000

DINAS KESEHATAN
PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

2,281,900,000

2,228,964,050

97.68

94.67

DK

239005

DINAS KESEHATAN
PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

440,168,000

398,116,800

90.45

100.00

DK

239006

DINAS KESEHATAN
PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

3,188,348,000

2,817,439,120

88.37

99.36

DK

239007

DINAS KESEHATAN
PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

244,258,000

233,727,900

95.69

100.00

DK

239008

DINAS KESEHATAN
PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

320,653,000

276,936,100

86.37

75.00

BAPPEDA

425,577,000

363,642,066

85.45

100.00

DK

230020

BAPPEDA PROV.
NUSA TENGGARA
BARAT

425,577,000

363,642,066

85.45

100.00

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2,981,206,000

2,883,845,320

96.73

99,08

DK

235221

DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROV.
NUSA TENGGARA
BARAT

340,899,000

333,618,320

97.86

100.00

DK

239065

DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROV.
NUSA TENGGARA
BARAT

166,369,000

166,160,840

99.87

100.00

10

DK

239066

DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROV.
NUSA TENGGARA
BARAT

1,804,778,000

1,717,401,360

95.16

94.50

11

DK

239067

DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROV.
NUSA TENGGARA
BARAT

326,392,000

325,807,500

99.82

100.00

12

DK

239068

DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROV.
NUSA TENGGARA
BARAT

112,455,000

111,204,300

98.89

100.00

13

DK

239069

DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROV.
NUSA TENGGARA
BARAT

230,313,000

229,653,000

99.71

100.00

DINAS KETAHANAN PANGAN

12,329,969,000

12,266,859,140

99.49

77.78
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NO BSDE NAMA SATKER KEUANGAN FlglK
SATKER PAGU REALISASI % ()
14 | DK | 239220 | DINAS KETAHANAN
PANGAN PROVINSI 12,329.969,000 | 12,266,859.140 | 99.49 | 77.78
NUSA TENGGARA
BARAT
= || Dhss RelERAS] IR 2169,017,000 |  2,163,570,000 | 99.75 | 100.00
15 | DK | 230046 | DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN 2169,017,000 |  2,163,570,000 | 99.75 | 100.00
MENENGAH PROVINSI
NUSA TENGGARA
BARAT
= | Bhas EARsae 29,050,000 29,050,000 100'8 100.00
16 | DK | 400595 | DINAS PARIWISATA
PROVINSI NUSA 29,050,000 29,050,000 | 100.0 | 100.00
TENGGARA BARAT 0
DINAS PEMBERDAYAAN
| MASYARAKAT PEMERINTAHAN
DESA KEPENDUDUKAN DAN 22.237,057,000 | 22,077,145,636 | 99.28 | 100.00
PENCATATAN SIPIL
17 | DK | 350333 | DINAS
PEMBERDAYAAN 22.237,057,000 | 22,077,145,636 | 99.28 | 100.00
MASYARAKAT
PEMERINTAHAN DESA
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NTB
DINAS PEMBERDAYAAN
\ | PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGEDALIAN PENDUDUK 420,000,000 419,940,000 | 9999 | 100.00
DAN KB
18 | DK | 230044 | DINAS
PEMBERDAYAAN 420,000,000 419,940,000 | 99.99 | 100.00
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK, PENGEDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT
| | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.781,097.000 ey | S50 o
19 | DK | 230071 | DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA PROVINSI 3,781,097,000 |  3,716,850,200 | 98.30 | 100.00
NUSA TENGGARA
BARAT
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP 333,084,000 326,191,219 | 97.93 | 171.83
20 | DK | 230024 | DINAS PENANAMAN
MODAL DAN 333,084,000 326,191,219 | 97.93 | 171.83
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINS
NTB
| BIAS FEREEARE A 840,831,000 750,564,700 | 89.26 | 95.00
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NO

KODE
SATKER

NAMA SATKER

KEUANGAN

PAGU

REALISASI

%

FISIK
(%)

21

DK | 239029

DINAS PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

256,782,000

236,108,200

91.95

100.00

22

DK | 239077

DINAS PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

584,049,000

514,456,500

88.08

90.00

DINAS PERINDUSTRIAN

2,054,563,000

2,035,032,815

99.05

100.00

23

DK | 239033

DINAS
PERINDUSTRIAN
PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

2,054,563,000

2,035,032,815

99.05

100.00

DINAS PERPUSTAKAAN DAN

KEARSIPAN

483,097,000

473,331,200

97.98

100.00

24

DK | 230038

DINAS
PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN PROVINSI
NUSA TENGGARA
BARAT

483,097,000

473,331,200

97.98

100.00

DINAS PERTANIAN DAN

PERKEBUNAN

138,389,900,000

133,421,876,520

96.41

92.43

25

DK | 239009

DINAS PERTANIAN
DAN PERKEBUNAN
PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT

3,149,265,000

3,079,335,340

97.78

83.33

26

DK | 239011

DINAS PERTANIAN
DAN PERKEBUNAN
PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT

1,872,480,000

1,816,755,240

97.02

100.00

27

DK | 239071

DINAS PERTANIAN
DAN PERKEBUNAN
PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT

6,351,577,000

6,284,023,005

98.94

98.50

28

DK | 239072

DINAS PERTANIAN
DAN PERKEBUNAN
PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT

1,071,195,000

1,059,573,475

98.92

100.00

29

DK | 239224

DINAS PERTANIAN
DAN PERKEBUNAN
PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT

13,715,346,000

13,494,964,151

98.39

83.33

30

TP | 239126

DINAS PERTANIAN
DAN PERKEBUNAN
PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT

79,154,825,000

75,751,204,637

95.70

100.00

31

TP | 239127

DINAS PERTANIAN
DAN PERKEBUNAN
PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT

3,687,547,000

3,040,652,140

82.46

66.67

32

TP | 239128

DINAS PERTANIAN
DAN PERKEBUNAN
PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT

12,521,425,000

12,502,482,083

99.85

100.00

33

TP | 239133

DINAS PERTANIAN
DAN PERKEBUNAN
PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT

16,866,240,000

16,392,886,449

97.19

100.00

O

DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN

15,161,416,000

14,807,865,550

97.67

96.43
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NO

KODE
SATKER

NAMA SATKER

KEUANGAN

PAGU

REALISASI

%

FISIK
(%)

34

TP | 239129

DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN
HEWAN PROVINSI
NUSA TENGGARA
BARAT

13,692,416,000

13,347,812,550

97.48

92.86

35

TP | 239135

DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN
HEWAN PROVINSI
NUSA TENGGARA
BARAT

1,469,000,000

1,460,053,000

99.39

100.00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PR

31,054,462,000

30,998,949,123

99.82

100.00

36

TP | 239234

DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

21,250,418,000

21,230,694,500

99.91

100.00

37

TP | 239237

DINAS PEKERJAAN
UMUM PROVINSI NTB

9,804,044,000

9,768,254,623

99.63

100.00

DINAS SOSIA

8,195,076,000

7,907,930,499

96.50

100.00

38

DK | 230017

DINAS SOSIAL
PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

121,660,000

103,690,000

85.23

100.00

39

DK | 239020

DINAS SOSIAL
PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

1,323,074,000

1,312,459,600

99.20

100.00

40

DK | 239021

DINAS SOSIAL
PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

289,200,000

235,580,000

81.46

100.00

41

DK | 239023

DINAS SOSIAL
PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

4,398,062,000

4,203,282,749

95.57

100.00

42

DK | 418854

DINAS SOSIAL
KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

200,000,000

198,774,350

99.39

100.00

43

DK | 418974

DINAS SOSIAL
PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

1,863,080,000

1,854,143,800

99.52

100.00

DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

5,971,739,000

5,884,249,975

98.53

100.00

44

DK | 239028

DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
PROV. NUSA
TENGGARA BARAT

472,012,000

419,538,975

88.88

100.00

45

DK | 239225

DINAS TENAGA KERJA
PROV. NUSA
TENGGARA BARAT
(13)

4,841,708,000

4,827,551,800

99.71

100.00

46

DK | 239916

DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

506,638,000

486,433,800

96.01

100.00

47

DK | 418273

DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

151,381,000

150,725,400

99.57

100.00
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KODE KEUANGAN FISIK
NO NAMA SATKER (%)
SATKER PAGU REALISASI %
PEMERINTAH PROVINSI 254,325,458,000 | 247,384,844,164 | 97.27 | 9702

Sumber: DJPB Provinsi NTB, 2020 (data diolah)

B. PELAKSANAAN APBN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Dana APBN (Tugas Pembantuan) pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-
Provinsi NTB pada Triwulan 1V sebesar Rp. 19.999.655.000 dengan realisasi sebesar
Rp. 17.785.020.868 atau 88,93 % dengan pencapaian kinerja sebesar 93,75% yang
dilaksanakan oleh 10 Kabupaten, dengan 16 Satuan Kerja. Pada Triwulan IV ini ada
penambahan enam Kabupaten/Kota vyaitu Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten
Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kota Bima dan
Kota Mataram melalui Satker Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dengan alokasi
pagu sebesar Rp. 11.650.000.000. Hanya Kabupaten Lombok Tengah Satker Dinas
Perindustrian Dan Perdagangan tidak ada realisasinya, dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 1.000.000.000. Untuk pencapaian fisiknya pada Kabupaten/Kota

semuanya sudah mencapai 100% dan sudah dimanfaatkan.

Adapun capaian realisasi dari pelaksanaan APBN (Tugas Pembantuan) pada
Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2020 sampai dengan Triwulan IV (30
Desember) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 62. Capaian Realisasi APBN Tahun 2020 Triwulan IV pada
Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB

NO RO NAMA SATKER KEUANGAN F(Ifil)K
0
SATKER PAGU REALISASI %
KABUPATEN LOMBOK BARAT 3,413,390,000 2.934,415,400 85.97 | 100.00
1 TP | 239242 | DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KAB. LOMBOK 110,000,000 99,977,000 90.89 | 100.00
BARAT
2 TP | 239243 | DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LOMBOK 653,390,000 628,903,400 96.25 | 100.00
BARAT
3 TP | '230159 | 'DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN 2,650,000,000 2,205,535,000 83.23 | 100.00
KABUPATEN LOMBOK
BARAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH 1,542,890,000 537,865,900 34.86 50.00
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FISIK

NO BRERE NAMA SATKER KEUANGAN (%)
0

SATKER PAGU REALISASI %
4 | TP | 239248 | DINAS TENAGA KERJA

DAN TRANSMIGRASI KAB. 542,890,000 537,865,900 | 99.07 | 100.00

LOMBOK TENGAH
5 | TP | 230243 | 'DINAS PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGANGAN 1,000,000,000 -1 0.00 -

KABUPATEN LOMBOK

TENGAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR 2,852,300,000 2701597.900 | 9472 | 100.00
6 | TP | 230340 | DINAS KELAUTAN DAN

PERIKANAN KAB. LOMBOK 140,000,000 126,055,400 | 90.04 | 100.00

TIMUR
7 | TP | 239253 | DINAS PERTANIAN KAB.

LOMBOK TIMUR 212,300,000 204,982,500 | 96.55 | 100.00
8 | TP | 239259 | 'DINAS PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGANGAN 2,500,000,000 2,370,560,000 | 94.82 | 100.00

KABUPATEN LOMBOK

TIMUR
KABUPATEN SUMBAWA 1,812,211,000 1729085635 | 54L | 100.00
9 | TP | 230574 | DINAS SOSIAL

KABUPATEN SUMBAWA 1,071,440,000 1,042,879,900 | 97.33 | 100.00
10 | TP | 230576 | DINAS PERTANIAN

KABUPATEN SUMBAWA 740,771,000 686,205,735 | 92.63 | 100.00
RABERAUIEN ELA 4.878,864,000 | 4,813,615793 | 2866 | 100.00
11 | TP | 230459 | DINAS SOSIAL

KABUPATEN BIMA 882,440,000 881,405,700 | 99.88 | 100.00
12 | TP | 239050 | DINAS KELAUTAN DAN

PERIKANAN KAB BIMA 3,609,970,000 3,574,052,493 | 99:01 | 100.00
13 | TP | 350329 | DINAS NAKERTRANS KAB. 92,68

BIMA 386,454,000 358,157,600 63 | 100.00
SAEIUPATIELR LERIBEIS TR 1,500,000,000 |  1,415,676,000 | 2438 | 100.00
14 | TP | 280831 | 'DINAS PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGANGAN 1,500,000,000 1,415,676,000 | 94.38 | 100.00

KABUPATEN LOMBOK

UTARA
KOTA BIMA 2,500,000,000 e e e
15 | TP | 235229 | 'DINAS KOPERASI

PERINDUSTRIAN DAN 2,500,000,000 2,405,461,221 | g¢ 5o | 100.00

PERDAGANGAN KOTA :

BIMA
KOTA MATARAM 1,500,000,000 1247303010 | 83:15 [ 200.00
16 | TP | 235157 | 'DINAS PERDAGANGAN

KOTA MATARAM 1,500,000,000 1,247,303,019 | 83.15 | 100.00

PEMERINTAH

KABUPATEN/KOTA 19,999,655,000 | 17,785,020,868 | 88.93 | 93.75

TOTAL 274,325,113,000 | 265,169,865,032 | 96.66 | 96.47
Sumber: DJPB Provinsi NTB, 2020 (data diolah)
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BAB Il
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan APBN Tahun 2020 hingga Triwulan 1V (31 Desember ) baik pada
Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota sudah selesai dan
dimanfaatkan. Total dana APBN yang diberikan sebesar Rp. 274.325.113.000 dan
yang telah terealisasi sebesar Rp. 265.169.865.032 atau hanya 96,66%. Pada
Pemerintah Provinsi NTB dana APBN sebesar Rp. 254.325.458.000 dan telah
terealisasi sebesar Rp. 247.384.844.164 atau 97,27% yang terdiri dari (1) Dana
Dekonsentrasi sebesar Rp. 95.879.543..000 dan yang terealisasi sebesar Rp.
93.890.804.182 atau 97,93% dan (2) Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp.
158.445.915.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 153.494.039.982 atau 96,87%.
Pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB jumlah dana APBN (Tugas Pembantuan)
yang dikelola sebesar Rp. 19.999.655.000 dan yang terealisasi sebesar Rp.
17.785.020.868 atau 88.93%.

Capaian realisasi dari pelaksanaan dana APBN Tahun 2020 hingga Triwulan

IV (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) secara umum sudah selesai dan

dimanfaatkan disebabkan beberapa hal antara lain:

1. Sudah selesai dalam tahap pelaksanaan fisiknya dan administrasi pengelola
keuangan pada Satuan Kerja dan pelaksanaan administrasi lainnya;

2. dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) sudah tidak ada kategori
Blokir (sudah pencairan).

3. Sudah adanya petunjuk teknis terkait pelaksanaan kegiatan dari Kementerian /
Lembaga yang memberikan dana APBN;

4. Masih adanya revisi anggaran program/kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja
akibat recofusing program/kegiatan yang dialihkan untuk penanganan pandemi
Covid-19.
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5. Ada beberapa Satker yang anggarannya di Nol kan sehingga tidak bisa

melanjutkan Program dan Kegiatannya.

B. SARAN
Untuk mempercepat pelaksanaan dan penyerapan dana APBN baik pada

Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB, maka disarankan

1. Memperkuat koordinasi antara Satuan Kerja pelaksana dengan
Kementerian/Lembaga yang memberikan APBN baik dalam penataan
administrasi dan petunjuk teknis yang diperlukan secara terjadwal dengan
pemanfaatan teknologi informasi (video conference) maupun media lainnya;

2. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan DJPB Kementerian Keuangan
Provinsi NTB terkait dengan administrasi keuangan;

3. BAPPEDA Provinsi NTB dan BAPPEDA Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB
melakukan pemantauan dan monitoring terhadap seluruh Satuan Kerja di wilayah
kerja masing-masing dan melaporkan secara berkala kepada pihak-pihak terkait;

4. Satuan Kerja dihimbau untuk terus melakukan pelaporan capaian pelaksanaan
kegiatan kepada Kementerian/Lembaga pemberi APBN, Kementerian Keuangan
maupun BAPPEDA melalui aplikasi yang telah disediakan secara rinci baik dalam
penentuan lokasi kegiatan (peta dan titik koordinat) dan dokumentasi kegiatan
berupa foto dan video secara up to date sehingga memudahkan dalam proses

monitoring sekaligus akuntabilitas kinerja bagi Satker pelaksana kegiatan.
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